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ABSTRACT

This research aimed at analyzing the impact of the Ceniral Java budget for
sektor development in the 2000 fiscal year on the additional outputs and its
influence to the sectoral employment opportunities. The analysis includes the
regional budgets at regency levels selected within Central Java province at the same
fiscal year of 2000. The other purpose of these research is to identify €conomics
sectors that could the efforts for regional economic development; for creating
working opportunity; as well as for linkages of economic inter-sectors. The data
analysis is based on Central Java Input-Output Table of year 2000 that has been
aggregated into 25 economic sectors.

25 out from 85 aggregated economic sectors of Central Java Input-Output
Table of year 2000 is analyzed by Leontief inverse matrix. The analysis makes use
of 3 (three) analysis approaches: F. jrstly, Final Demand Approach, consisting of (1)
additional output analysis, (2) Employment Opportunity Creation analysis.
Secondly, Multiplier Analysis, covering (1) Output Multiplier Analysis and (2)
Employment Multiplier ~ Analysis. Finally, Inter-sektor Linkages Analysis,
comprising (1) Forward Linkages Analysis and (2) Backward Linkages Analysis.

The finding of the study suggest that (1) economic seCtors that have highly
forward and backward sektor linkages Food, beverage and tobacco sector, Textille,
leather goods and footwear sector, Fertilizer chemical and rubber goods sektor, Base
metal, iron and steel sector, and Transportation sector. Developing strategies for
these sectors would be able to increase primary sectors in Central Java as their input.
On the other hand, economic sector giving a high multiplier rate, both for the output
and employments opportunity is Contruction sector. The increasi in development
budget of this sector would have an impact on the optimal increase in outputs as
well as in employment absorption. (2) Analysis to the additional total outputs
suggests that the allocation of sector development expenditure in Central Java
regional budget for fiscal year 2000 at regency level tended to give better additional
development fund allocation to the regencies and cities in Central Java at the period
of 2000 give a positive impact on the Central Java additional total outputs.

Input-Output Analysis in this study has been simulated to 2 regencies, ie
Brebes and Rembang by making use of Central Jawa Input-Output Tabel year 2000
for getting the figure of technology coefficient whereas utilizing data of the 2000
population census for providing the labor coefficient. Unfortunately, the findings
were little of representative. Accordingly, in order to effectively reflect the real
condition, it is needed the availability of technology and labor coefficients
calculated from Input-Output Table and Population Census at regency level.
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ABSTRAKSI

Penclitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan anggaran belanja
pembangunan scktoral APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terhadap
tambahan oufput dan kesempatan kerja sektoral yang ditimbulkannya, serta mencoba
mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi daerah; penciptaan kesempatan kerja; dan keterkaitan intersektoral perekonomian
berdasarkan Tabel Input-Output (1-0) Jawa Tengah Tahun 2000 yang telah diagregasi
menjadi 25 sektor ckonomi.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Leontief inverse matrik
dari Tabel 1-O Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 sektor diagregasi menjadi 25 sektor
ekonomi, dengan 3 (tiga) pendckatan analisis, yaitu pertama, pendekatan permintaan akhir,
meliputi : (1) Analisis tambahan oufput; (2) Analisis penciptaan kesempatan kerja.
Pendekatan kedua, adalah analisis pengganda yang meliputi : (1) Analisis Pengganda
Keluaran/output, dan (2) Analisis Pengganda Kesempatan kerja. Pendekatan ketiga, adalah

analisis kaitan interscktoral meliputi : (1) Analisis keterkaitan ke depan dan (2) Analisis
keterkaitan ke belakang.

Hasil agregasi Tabel I-O Jawa Tengab Tahun 2000 menjadi 25 sektor ekonomi,
menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keterkaitan sektoral ke depan
dan ke belakang yang tinggi adalah sektor Makanan, minuman dan tembakau, sektor
Tekstil, barang kulit dan alas kaki, sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet, sektor Logam
dasar, besi dan baja, dan scktor Pengangkutan. Strategi pengembangan sektor-sektor ini
akan mampu meningkatkan sektor-sektor primer di Jawa Tengah scbagai input-nya.
Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan angka pengganda yang tinggi, baik terhadap
pengganda output maupun kesempatan kerja adalah Sektor Bangunan. Peningkatan
anggaran pembangunan di scktor ini akan berdampak pada peningkatan output dan
penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Hasil penelitian terhadap tambahan outpu! total menunjukkan bahwa,
pengalokasian anggaran pembangunan scktoral pada APBD di Jawa Tengah TA. 2000
memberikan nilai tambahan oumtput total yang cenderung lebih baik dibandingkan
pengalokasian pengeluaran pembangunan sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah TA.
2000. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penambahan pengalokasian anggaran
pembangunan scktoral APBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2000
berdampak positif terhadap tambahan output total Provinsi Jawa Tengah.

Analisis Input-Output pada penelitian ini telah dicoba disimulasikan terhadap 2
kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes dan Rembang, dengan masih menggunakan Tabel
Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000 dan data Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun
2000 untuk mendapatkan data koefisien teknologj, dan data koefisien tenaga kerja-nya;
sehingga hasil yang didiperolch belum dapat sepenuhnya representative. Untuk lebih dapat
mencerminkan keadaan yang seobyektif mungkin, maka perlu adanya data-data koefisien

teknologi dan koefisien tenaga kerja yang dihitung berdasarkan Tabel Input-Output dan
Sensus Penduduk dari kabupaten yang bersangkutan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

L1. Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu aspek
yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan
pendapatan serta memperbaiki tatanan sosial masyarakat. Namun demikian
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, serta beragamnya strata penduduk
mengakibatkan masalah pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah
menjadi sangat komplek. Peliknya masalah pembangunan ini mengakibatkan
program-program yang menjadi prioritas dalam pembangunan menjadi luas dan
beragam. Disamping itu permasalahan lain yang juga menjadi hambatan adalah
- kurangnya peran serta dan dukungan aktif dari masyarakat ataupun pihak
swasta.. Masyarakat masih belum merasa memiliki akan hasil-hasil
pembangunan selama ini, sehingga pemeliharaan pasca proyek sering
terabaikan, Sedangkan peran swasta dalam pembangunan daerah ini masih
sangat berorientasi kepada Bisnis semata, belum banyak yang membantu di
bidang sosial. Kondisi semacam ini mengakibatkan beban pemerintah daerah
semakin berat dalam rangka membangun sarana dan prasarana perekonomian,
sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu prioritas pembangunan
terutama dalam pembangunan sektoral.

Prioritas pembangunan seperti tertuang dalam Propenas 1999-2004 adalah
dalam rangka meningkatkan pembangunan da(_erah yang dimaksudkan untuk

mempercepat pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan pembangunan
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daerah sesuai dengan GBHN 1999-2004, secara garis besar adalah
mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
sehingga tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan,
antara lain memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan
kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan
umum yang efektif dan efisien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi
masyarakat dapat tercapai.

'Perwujudan kinerja pelayanan pemerintah dalam perekonomian salah
satunya adalah dapat dicerminkan dari pengeluaran pemerintah melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedang dalam skala regional
tercermin dari pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDj.
Efek perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan owpuwr atau
pendapatan nasional terjadi melalui government expenditure  multiplier
(Tambunan, 1996 : 90). Keynes yang dikutip oleh Suryana (2000 : 102),
menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam mempengaruhi  jalannya
perekonomian adalah lewat manipulasi permintaan agregat. Dalam keadaan
kelesuan perekonomian (resesi) pemerintah dapat memperbesar pengeluaran
pemerintal/ government expenditure (G), sehingga lapangan kerja akan semakin
meluas. Sedangkan dalam keadaan inflasi, pemerintah dapat menurunkan
pengeluarannya sehingga permintaan agregat akan menurun,

Khusus untuk provinsi‘Jawa Tengah, perkembangan pengeluaran anggaran

Provinsi Jawa Tengah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran
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pembangunan ternyata senantiasa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun,
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1997/1998 — 2000 (ribu rupiah)

i ‘_ ".;r?er.;géll"i_“aii‘ja}_l.lzf;:f - * Pengeluatan ;| i Jumiah

S s Ratin s et Pembangunan o] n 0 RS T

1997/1998 8.328.980 239.742.436 248.071.416
1998/1999 12.997.392 151.726.199 .164.723.591
1999/2000 15.099.004 230.040.909 245,133.913
2000 | 16.460.956 322.429.983 338.890.939

Sumber : Biro Keuangan Setda Prov. Jateng dan Bappeda Prov. Jateng,

Sejalan dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan, terlihat pada
Tabel 1.1. di atas bahwa selama kurun waktu 1997/1998 — 2000 Realisasi
Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (pengeluaran rutin dan
pembangunan) menunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan, kecuali pada
Tahun Anggaran 1998/1999 mengalami penurunan disebabkan terjadinya
permulaan krisis ekonomi.

D1 lain pihak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ruang lingkup pemerintah daerah
dalam menggali penerimaan keuangan daerah semakin sempit. Undang-Undang
ini menyebutkan hanya terdapat 4 jenis pajak provinsi dan 6 pajak

kabupaten/kota. Jumlah retribusi yang dipungutpun semakin berkurang, bahwa



sebelum Undang-Undang No 18 Tahun 1997 terdapat 24 jenis retribusi,

kemudian berkurang hanya menjadi 7 jenis retribusi.

Demikian 'pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
teﬁtang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana yang
diterima Provinsi mengalami perubahan pada beberapa pos. Beberapa Pos Bagi
Hasil yang mengalami penurunan antara lain : furan Hasil Hutan (IHH) yang
semula 30 % menjadi 16 %, Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) yang
semula 70 % menjadi 16 %, Agraria yang semula 40 % menjadi ¢ %.

Konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah terjadinya penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, yang pada gilitannya akan mengurangi
pula ketersediaan anggaran belanja pembangunan seperti tertuang pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah. Di
sisi lain kebutuhan untuk pembiayaan/belanja pembangunan dari tahun ke tahun
semakin meningkat, sehingga sangat perlu adanya kebijjakan perencanaan
pembangunan dalam pengalokasian dana tersebut untuk hal- hal yang lebih
penting, terarah, cermat, efisien dan lebih bermanfaat. -Pertimbangan dalam
kebijakan perencanaan alokasi dana/anggaran sektoral tersebut perlu ditinjau
dari segi perubahan owfpur sektoral dan kesempatan tenaga kerja, serta
kemampuannya terhadap efek pengganda dari aktivitas ekonomi (multiplier
effect). Atau dapat dikatakan bahwa kebijakan perencanan pengalokasian
anggaran sektoral hendaknya bertitik tolak kepada penentuan sektor-sektor
kunci (key sector). Menurut Sritua Arief (1993: 219), disebutkan bahwa terdapat

empat metode dalam rangka penentuan sektor kunci, yaitu : (1) suatu sektor
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dianggap sebagai sektor kunci apabila mempunyai kaitan ke belakang
(backward linkage) dan kaitan ke depan (forward linkage) yang relatif tinggi,
(2) suatu sektor diangap sebagai sektor kunci apabila menghasilkan output bruto
yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan final demand yang relatif
tinggi pula, (3) svatu sektor dianggap sebagai sektor kunci apabila mampu
mengahasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi, dan (4) suatu sektor
diangap sektor kunci apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif
tinggi. Dalam konteks penelitian ini, penentuan sektor kunci didasarkan kepada
metode nomor (1) dan (4), vyaitu suatu sektor dikatakan meunjadi sektor
kunci/sektor unggulan apabila mempunyai kaitan ke belakang dan kaitan ke
depan yang relatif tinggi, serta mampu menciptakan lapangan kerja yang relatif
tinggi.

Untuk dapat meneliti keterkaitan antar sektor dalam suatu ekonomi atau
kontribusi berbagai sektor dalam keseluruhan ekonomi dalam berbagai tujuan
pertumbuhan ekonqmi diperlukan suatu model perencanaan pembangunan yang
sesuai. Mudrajad Kuncoro (2001: 239 — 241), menyebutkan bahwa salah satu
model perencanaan pembangunan yang dapat memberikan dasar bagi analisis
yang rinci dari hubungan antar sektor pembangunan adalah melalui model
analisis Input — Output.

Model analisis Input — Quiput (1-O) mempunyai kapasitas untuk
menghitung dampak dari permintaan akhir terhadap kesempatan tenaga kerja
dan efek pengganda (multiplier effect). Sebagai suatu model kuantitatif, tabel I-

O akan memberikan gambaran transaksi barang dan jasa dari kegiatan-kegiatan




perekonomian untuk saling mengkaitkan aktivitas suatu sektor dengan sektor
lainnya dalam suatu waktu dari sistem unit perckonomian tertentu (Miller dan
Blair, 1985: 1-31). Salah satu kegunaan analitisnya yang sering dijumpai dalam
praktek adalah sebagai alat peramal mengenai pengaruh suatu perubahan situasi

ekonomi atau suatu kebijaksanaan ekonomi (Boediono, 1999: 52).

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral seperti yang
tertuang pada APBD di Provinsi Jawa Tengah selama ini secara obyektif dapat
dikatakan belum berdasarkan kepada perhitungan secara terukur. Hal ini terlihat
belum adanya acuan khusus yang dapat dijadikan referensi dalam kebijakan
perencanaan alokasi anggaran pembangunan sektoral selama ini, sehingga
dampak dari kebijakan pengalokasian anggaran terhadap oufput sektoral, dan
penyerapan tenaga kerja sektoral diduga belum dapat sepenuhnya optimal dalam
rangka pencapaian terhadap tujuan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa
Tengah.

Pada Tabel 1.2 tentang Prosentase Realisasi Alokasi Dana Pembangunan
Sektoral APBD Provinsi, di Provinsi Jawa Tengah dan di Dua Kabupaten pada
Tahun Anggafan 2000, memperlihatkan prosentase yang bervariasi pada

masing-masing sektor pembangunan,




Tabel 1.2
Prosentase Realisasi Alokasi Dana Pembangunan Sektoral APBD Provinsi, di
Provinsi (Provinsi dan Kab/Kota se Jateng) dan di Dua Kabupaten
(Brebes dan Rembang) TA. 2000

INDUSTRY
2 [PERTANIAN DAN KEHUTANAN 10.28 in 4.75 4.68
5 |SUMBER DAYA AIR DAN IRIGAST 13.65 498 Q.50 07
4 [SEKTOR TENAGA KERJA 124 0.57 Q.52 070
5 |PERDAG, PENGEMR. USH DAERAI, KEUDRH DAN 928 875 16.93 472
KOPERAST i
6 [TRANSPORTASI 14.4¢ 23.52 20.86 1516
7 |PERTAMBANGAN DAN ENERGI Q.39 0.95 238 Q.03
§  [PAREWISATA DAN TELEKOMUNIKASI DAERAH Q87 059 L.5% Q.53
9 |PEMB. DERAH DAN PEMUKIMAN KEMBALT 0.56 6.16 Li9 635
10 |LH DAN TATA RUANG 1.29 4.27 146 730
11 |PENDD., KEBUDAYAAN NAS., KEPERCAYAAN THD 12.57 10.62 13.12 950
TUHAN YME, PEMUDA DAN OR
12 |KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 0.14 0.51 0.09 0.06
13 IKESEHATAN, KESEF, SOSJAL, PERANAN WANITA, 3.57 LL10 372 178
ANAK DAN REMATA
M |PERUMAIAN DAN PERMUKIMAN 1.0§ T46 0.30 648
5 [AGAMA .64 EA% 227 131
16 [OMUPENGETAI{UAN DAN TEKNOLOGL ¢.i8 .33 0.59 Q.60
17 [HURUM 029 038 0.55 0.52
13 APARATUR PEMERINTAN DAN PENGAWASAN 6.65 L2z 23.66 3356
19 [POLITIK, PENERANGAN, KOMUNIKASE DAN MEDIA 1.44 0.33 LG8 V 0.85
MASSA
20 [KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM &421 043 043 031

Sumber : Bappeda Provinsi, Bappeda Kab/Kota se jaféng, Bappeda Kab.
Brebes dan Rembang, 2002.
Prosentase realisasi alokasi dana pembangunan sektoral APBD di Provinsi
Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) pada tahun anggaran
2000 juga menunjukkan nilai prosentase yang bervariasi (data secara terperinci
dapat dilihat pada Lampiran Tabel 27). Hal ini menunjukkan bahwa kebijaican
perencanaan alokasi dana anggaran yang tercermin pada “break down” dana
anggaran pembangunan untuk sektor-sektor pembangunan APBD di Jawa

Tengah diduga masih mengalami ketidak konsistenan, baik diantara




Kabupaten/Kota maupun dengan kebijakan pengalokasian anggaran sektoral
Provinsi Jawa Tengah.

Berdasar data pada Tabel 1.2, maka masalah utama dalam penelitian ini
adalah bervariasinya prosentase alokasi dana/anggaran sektor pembangunan
pada APBD di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000, yang kemungkinan
akan berpengaruh terhadap pencapaian tambahan output dan kesempatan kerja
sektoral yang belum optimal. Oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti lebih
mendalam tentang dampak kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan
sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap tambahan outpur dan

kesempatan kerja sektoral, khususnya pada tahun anggaran 2000.

L.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

I. Menghitung prosentase alokasi anggaran APBD sektoral Provinsi dan
prosentase alokasi APBD sektoral di Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2000 hasil perhitungan input-output,

2. Mengidentifikasi  sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong
pertumbuhan ekonomi daerah (sektor kunci/sektor unggulan/key sector)
sebagai sektor basis dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

3. Menghitung efisiensi dan menganalisis dampak tambahan oufput sektoral
yang dihasilkan sebagai akibat belanja pembangunan sektoral pada APBD

di Provinsi untuk tahun anggaran 2000,




4. Menghitung efisiensi dan menganalisis dampak tambahan kesempatan kerja

sektoral yang dihasilkan sebagai akibat belanja pembangunan sektoral pada

APBD di Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2000;

1.3.2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

I.

S8

(5]

Bagi aparat perencana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
alternatif kebijakan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa
Tengah dalam rangka penentuan priotitas alokasi dana/anggaran
pembangunan sektoral.

Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan
sebagai bahan acuan penelitian lainnya.

Bagi perkembangan ilmu, dari éspek pendidikan hasil penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan pengembangan
kajian teoritis sebelumnya, terutama dalam model perencanaan

pembangunan dengan menggunakan analisis Input-Quiput.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA

PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu
2.1.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukirno (2000: 13), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Sedangkan menurut
Boediono (1999: 1-2), dinyatakan bahwa kebijakan makrd ekonomi secara garis
besar mencakup dua permasalahan pokok, yaitu : (1) masalah jangka pendek
atau masalah stabilisasi dimana masalah ini berkaitan dengan bagaimana
menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan,
agar terhindar dari tiga penyakit makro utama (inflasi, pengangguran dan
ketimpangan dalam neraca pembayaran), (2) masalah jangka panjang atau
masalah pertumbuhan, dimana masalah ini adalah mengenai bagaimana kita
menyetir perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk,
pertambahan kapasitas produksi dan tersedianya dana untuk investasi.

Sedangkan Suseno Triyanto, W (1990: 35-36), berpendapat bahwa laju
pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka
panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, berubahan
atau perkembangan. Oleh karena itu pemakaian indikator pertumbuhan

ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama
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Pelita atau periode tertentu (dekade), tetapi dapat pula secara tahunan.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah dapat diukur berdasarkan kenaikan
Produk Domestik /Regional Bruto (PDB/PDRB) dari tahun ke tahun,

Soelis’éyo, dikk. (1981) yang dikutip oleh Hari Kuncoro dan Sri Suharsih
(2001: 108-111) menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuban ekonomi
yang mantab (steady growth) dengan hasil vang jeias dirasakan oleh seluruh
lapisan dan bukannya segolongan elite masyarakat saja, merupakan dua hal
yang amat dikehendaki walaupun secara operasional sulit dilakukan.
Perdebatan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan
merupakan masalah klasik yang belum terpecahkan hingga sekarang.
Pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi sering membawa  akibat
tidakmeratanya distribusi pendapatan. Sebaliknya, upaya pemerataan distribusi
pendapatan membawa konsekuensi penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu, pembangunan ekonomi di samping harus mengubah struktur
produksi nasional yang lebih baik, harus berhasil pula mengubah distribusi
pendapatan nasional menjadi semakin merata.

Terdapat tiga cara untuk melakukan penghitungan pertumbuhan ekonomi
yang dicerminkan melalui PDB/PDRB (Sadono Sukirno, 2000: 31-33), yaitu :
(1) cara perbelanjaan, yaitu dilakukan dengan cara menghitung dan menaksir
nilai aliran perbelanjaan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, penanam
modal, pemerintah dan sektor luar negeri; (2) cara pendapatan, yaitu
menghitung dan menaksir nilai aliran pendapatan faktor faktor produksi dan 3

cara produksi atau nilai tambah, yaitu dengan menghitung dan menaksir nilai
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tambah - yaitu pertambahan nilai uang dari sesuatu barang — yang diwujudkan
oleh setiap perusahaan dalam perekonomian,

Sesuai pula dengan pendapat Parkin dan Bade (1992:43) bahwa
perhitungan besarnya PDB (yang analog juga dengan PDRB) dapat dilakukan
melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (production approach);
pendekatan pendapatan (income approach) dan pendekatan pengeluaran
(expenditure approach). Perubahan masing — masing komponen dalam setiap
model pendekatan akan mempengaruhi besarnya nilai PDRB. Besarnya
perubahan PDRB yang diakibatkan oleh adanya perubahan masing-masing
komponen dapat dihitung dengan ménggunakan efek pengganda (multiplier
effect).

Besarnya tambahan PDRB sebagai akibat pengeluaran agregat dalam
sistem perekonomian terbuka merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang
dilakukan oleh sektor masyarakat, sektor perusahaan, sektor pemerintah serta
sektor perdagangan luar negeri, yang dapat diformulasikan sebagai suatu
identitas pendapatan nasional/regional :

Y =C+I+G+X~-M) )

di mana :
Y = Pendapatan nasional/regional atau output |
C = Konsumsi Masyarakat;
I = Investasi;

G = Pengeluaran Pemerintah;




13

X = Ekspor; dan

M = Impor

2.1.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari
kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000: 85), yaitu suatu tindakan pemerintah
untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya
penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional
(Provinsi/Kabupaten/Kota). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam
rangka menstabilkan harga, tingkat outpul maupun kesempatan kerja dan
memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Faried Wijaya Mansoer, 1999
: 122),

Sependapat pula dengan Keynes yang dikutip oleh Sadono Sukirno {2000:
121) bahwa peranan atau Campur tangan pemerintah ini masih sangat
diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di
pasaran bebas, bukan saja perekonomian tidak selaly mencapai tingkat
kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat
diwujudkan. Akan terjadi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu

periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius

kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.
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Guritno, M (2000: 1-2), menyatakan bahwa peranan pemerintah adalah
sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian negara dikarenakan pihak
swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian secara agregatif, sehingga
perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Dampak kebijakan fiskal oleh tindakan pemerintah ternyata menunjukkan
perbedaan pendapat diantara berbagai mazhab-mahzab makroekonomi (Sadono
Sukirno, 2000: 182-188), yaitu (1) pandangan golongan klasik, (2) kebijakan
dalam kasus perangkap likuiditas, (3) pandangan golongan Keynesian dan (4)
pandangan golongan Monetaris. Namun dengan mempertimbangkan keadaan
negara Republik Iﬁdonesia saat ini yang sedang dilanda resesi dengan tingkat
pengangguran yang cukup tinggi maka kebijakan fiskal adalah paling efektif
saat ini dan ini sesuai dengan pandangan Keynesian.

Menurut Suseno Triyanto, W (1990: 75) bahwa kebijakan fiskal melalui
pengeluaran anggaran pemerintah (G) ini dapat diketahui melalui APBN untuk
perekonomian nasional atau APBD untuk perckonomian regional (Provinsi atau
Kabupaten) pada dasarnya adalah investasi dari pemerintah untuk ikut serta
menggerakkan roda pembangunan yang berarti pula ikut mempengaruhi laju
pertumbuhan PDB/PDRB dalam perekonomian nasional/regional.

Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat dan
melalui peningkatan permintaan agregat ini, produksi atau owtpur akan
meningkat. Besarnya pengaruh tambahan pengeluaran pemerintah terhadap
output dan penciptaan kesempatan kerja dapat dihitung dengan pendekatan

analisis input — output (Boedibno 1997 : 115).
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Pengeluaran pemerintah (G) pada umumnya dialokasikan dalam dua pos

pengeluaran, yaitu pos pengeluaran rutin dan pos pengeluaran pembangunan,

2.1.1.3. Konsep Dasar Analisis Input — Qutput (I-0)

Para ekonom dan perencana pembangunan biasanya menggunakan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam
merumuskan target-target pertumbuhan sektoral (Mudrajad Kuncoro, 2001:
239-241). Namun untuk merumuskan suatu rencana pembangunan yang
menyeluruh dan konsisten antar sektor yang satu dengan sektor yang lain,
agaknya penggunaan PDB atau PDRB saja terbukti masih kurang memadai, hal
ini diakibatkan karena data PDB dan PDRB tidak memperhatikan interaksi
antar sektor secara eksplisit.

Untuk menganalisis interaksi antar sektor pembangunan secara eksplisit
digunakan suatu model perencanaan pembangunan yang sesugi, salah satunya
adalah melalui pendekatan analisis Input — Qutput. Model perencanaan
pembangunan mode! J-Q ini terbukti dapat memberikan dasar bagi analisis yang
rinci dari bubungan antar sektor dalam suatu perekonomian (Mudrajad
Kuncoro, 2001: 241).

Lincolin Arsyad (1999: 217) menyatakan bahwa analisis input-output
terdiri dari 2 bagian, yaitu (1) penyusunaﬁ tabel I-O dan (2) penggunaan I-O.
Tabel /-0 pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matrik yang
menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan
amtar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu wilayah pada suatu periode

waktu tertentu (BPS, 1999), Tabel I-O juga merupakan suatu tabel transaksi
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yang merekam data mengenai hasil produksi berbagai sektor ekonomi dan
penggunaannya oleh sektor-sektor yang lain baik sebagai input antara
(intermediate inputs) dan juga sebagai permintaan akhir (final demand) di suatu
wilayah dan pada suatu waktu tertentu (Bachrawi Sanusi, 2000: 56). Jadi tabel
-0 ini mengacu kepada perekonomian secara keseluruhan dalam tahun tertentu

(Lincolin Arsyad, 1999: 217)

Analisis input-output pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 oleh
Prof. Wassily W Leontief dari Harvard University. Teknik ini digunakan untuk
menelaah  hubungan antar industti dalam rangka memahami saling
ketergantungan dan kompleksitas perekonomian serta kondisi untuk

mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Miller dan

Blair, 1985).

Analisis Input-Output bertitik tolak dari asumsi bahwa struktur
perekonomian adalah saling berhubungan antara satu unit dengan unit ekonomi
lainnya secara simultan. Masing-masing unit ekonomi dapat dipandang sebagai
produsen output sekaligus sebagai konsumen input dari unitnya sendiri dan dari
unit ekonomi lainnya. Oleh karenanya, pantulan kebutuhan produk dari satu unit
ekonomi atau lebih terhadap owfput yang dihasilkannya akan merebak dan
mempengaruhi seluruh jaringan perekonomian secara luas (West, 1992: Todaro,

1977 dikutip oleh Haryo Kuncoro dan Sri Suharsih, 2001: 114).
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2.1.1.4. Keunggulan dan Kelemahan Analisis nput — Qutput

Keunggulan. Analisis Tabel Input-Output sering disebut sebagai analisis
keterkaitan antar industri dikarenakan manfaat mendasar dari Input-Output
adalah menganalisis ketergantungan antar industri dalam sua.tu perekonomian
(Mudrajad Kuncoro, 2001: 241). Analisisi fnpur-Output ini juga sangat
bermanfaat sebagai alat dalam simulasi dan peramalan (forecasting) dalam
bidang ekonomi (Miera, 2000: 1), dimana disebutkan bahwa : “Leontif’s open
models by establishing the relationship between the different magnitudes in the
economic system, allow estimating the effects of variation in certain variables
on the other .

Wolff (1994), menyatakan bahwa sebenarnya kekuatan prediksi input-
oulput adalah terletak pada matriks inverse Leontief, dimana kerangka kerja
model ini memiliki keistimewaan untuk mengukur dan menganalisis
produktivitas pertumbuhan ekonomi. Dalam notasi matriks, inverse matriks
Leontief yang diperoleh dari Tabel Input-outpid dirumuskan sebagai [I — A]",
dimana (I) adalah matriks identitas dan (A) adalah matriks koefisien input atau
matriks koefisien teknologi (Miller dan Blair, 1985).

Sedangkan Mudrajad Kuncoro (2001: 239), menyebutkan bahwa daya tarik
utama  analisis [nput-Output adalah kemampuannya dalam menyajikan
gambaran secara rinci mengenai struktur ekonomi pada suatu kurun waktu
tertentu. Struktur ekonomi tersebut dapat mencakup suatu negara, daerah,

metropolitan, maupun antar daerah.
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Selain itu pula kelebihan model Input-Output memegang peran penting
dalam rangka mengantarkan data-data pokok yang tercantum dalam Tabel Input-
Ouiput tersebut dalam pembelajaran pembangunan yang berkelanjutan, yang
oleh Stahmer (2000: 2) disebutkan bahwa Tabel Input-Qutput bukan saja
berperan penting dalam analisis ekonomi, namun berperan penting terhadap

studi-studi tentang ekologi/lingkungan dan sosial.

Supranto (1981: 172) menyatakan bahwa dengan membaca Tabel Input-

Output pada tahun tertentu kita dapat mengetahui struktur perekonomian pada
tahun tersebut serta dapat menghitung daya penyebaran dan derajat kepekaan
bagi setiap sektor. Dan apabila permintaan akhir setiap sektor sudah diketahui,
Tabel Input-Output dapat dipergunakan untuk (1) meramalkan oufpur setiap
sektor, (2) meramalkan impor setiap sektor, (3) meramalkan nilai tambah setiap
sektor, (4) meramalkan jumlah tenaga kerja setiap sektor

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro (2601: 239), manfaat Tabel [-O
adalah (1) memberikan gambaran lengkap mengenai aliran barang, jasa, dan
input antar sektor; (2) dapat digunakan sebagai alat peramal mengenai pengaruh
suatu perubahan situasi ekonomi atau kebijakan ekonomi,

Aplikasi Analisis Input-Output Regional (Hewings, 1985; 37 — 38) adalah
dapat digunakan untuk simulasi kebijakan, peramalan tenaga kerja, output dan
income sektoral serta sebagai komponen pada model pasar saham. Simulasi
kebijakan yang dimaksudkan adalah berupa pengeluaran pemerintah
(government expenditures) dan dalam konteks penelitian ini adalah berupa

pengeluaran pembangunan sektoral pada APBD Provinsi Jawa Tengah.
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Penggunaan analisis fnput-Output dalam perencanaan dapat dijelaskan
pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Analisis Input-Output dalam Perencanaan
Sektor 1 2 ... i . n F X
1 X X2 o Xy h Xin F; Xy
2 X21 Xzz - ng e Xz;, Fz Xz
1 Xa Xz Xi3 Xin F; X
n Xrll Xn2 -es an .. - Xun Fn Xn

Xy = output sektor i dipergunakan sebagai input sektor j, untuk memproduksi X;

satuan.

Dari matriks di atas berlaku hubungan berikut :

Xi= X+ Xig Foereet Xz ot X4, +F; untuk i=1,2,...n

Vol

QOutput sektori permintaan antara  permintaan akhir




Apabila a; = banyaknya output sektor i yang dipergunakan untuk
memproduksi 1 satuan output sektor j, maka :

ay = xy/Xj =2 xij = a;Xj dan matriks di atas menjadi :

20

Sektor 1 2 .- i v n F X
1 anXs  apX: o ayX; o 210Xn Fl Xy
2 3.21X1 3,22X2 e a [Xj . aan,m Fz X;z
1 a§1X1 ai2X2 .. angj ven a,‘an Fi Xi
n anXs  anXs . agX; . X Fa Xa

Maka berlaku hubungan sebagai berikut :
Xi=auXytanXo+ .t aXit ... tapXn+ F 2)
dan secara keseluruhan, untuk i =1,2,...,n.
Xi=apnXitapXs+...+ aX;+... tanpXy, +F

Xo=anX;+apXs+ ... +agX;t ... tapXyt+F

-

Xi=apXy tapXs + ... +apXi+ .. FapXy+ F
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- -

Xo=amXi+amXo+ ... T agX;+ ... + Xy + Fa

dan dinyatakan dalam persamaan matriks :

(—X1-\ fau an ay am\ (X1 \ [Fl \
Xz Az a cen an aas 2 Xz Fz
X | = aiy a .- ajj “- B X + E;

\Xn) \. dnt An2 s Ay .. ann) \Xn ) \ 1"11 j

Y e — 5 ; -
X A X F

Atau X=AX-+F (3)
dimana :

A = matriks koefisien inpuf atau sering disebut juga dengan Koefisien
teknologi, oleh karena elemen-elemennya menunjukkan besarnya
input yang diperlukan untuk memprodusir 1 unit oufput dari sektor
tertentu, dan nilai-nilai ini besar kecilnya dipengaruhi oleh

kemajuan teknologi.




X = AX+F > X-AX=F

(I-A)X=F
X =[-Al" G
dimana : I = identify matrix

Matriks [I — A]" dikenal dengan nama matriks kebalikan Leontief
(Lincolin Arsyad, 1999: 222; Miller and Blair, 1985: 14; Suahasil Nazara, 1997:
15). Elemen matriks ini dinotasikan dengan o yang mencerminkan efek
langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap output
sektor-sektor didalam perekonomian. Permintaan akhir merupakan variabel
eksogen. Salah satu komponennya adalah pengeluaran pemerintah yang
besarnya sepenuhnya diatur oleh pemerintah itu sendiri. Sementara komponen-
komponen lainnya dari permintaan akhir adalah variabel-variabel yang besarnya
dapat dipengarubi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Dalam konteks
ini, permintaan akhir dapat menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam suatu analisis / — O yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-
transaksi yang digunakan dalam penyusunan Tabel /-O harus memenuhi tiga
asumsi dasar (BPS, 1999: 14), yaitu :

1. Asumsi homogenitas yang mensyaratkan bahwa tiap sektor memproduksi
suatu éutput tunggal dengan struktur imput tunggal dan bahwa tidak ada
substitusi otomatis antara bei*bagai sector.

2. Asumsi proporsionalitas yang mensyaratkan bahwa dalam proses produksi,

hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linier yaitu tiap jenis
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input diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan
atau penurunan output sektor tersebut.

3. Asumsi aditivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total
pelaksanaan produksi diberbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing
sektor secara terpisah. Ini berarti bahwa diluar sistem inpuf output semua

pengaruh dari luar diabaikan.

Berkaitan dengan asumsi-asumsi di atas, oleh Hary Kuncoro dan Sri
Subarsih (2001: 114-115) disebutkan bahwa model dasar Input-Qutput yang
dihasilkan oleh satu unit ekonomi tertentu akan sama dengan penjumlahan
antara input antara (intermediate input) dengan permintaan akhir (final demand).
Hal ini berlaku pula untuk unit-unit ekonomi yang lain dari unit I sampai ke unit
ekonomi n. Pengertian tersebut di atas secara tidak langsung menunjukkan
bahwa kuantitas produksi (penawaran) adalah sama dengan penjumlahan
permintaan akhirnya, hal demikian menyiratkan adanya keadaan keseimbangan

umum (general equilibrium).

Kelemahan. Analisis input-output disamping mempunyai banyak
keunggulan, namun tetap mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan analisis

model input-output dibandingkan dengan analisis mode!l lainnya (Anonimus,

2000: 3) adalah antara lain :

1. Analisis Input-Output sebagai model kuantitatif masih tetap memiliki
keterbatasan, yaitu bahwa koefisien inmput atau koefisien teknis

diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis atau proyeksi. Karena
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koefisien dianggap konstan, maka teknologi yang digunakan oleh sektor-
secktor ekonomi dalam proses produksinyapun dianggap konstan,
akibatnya perubahan kuantitas dan harga inpur akan selalu sebanding
dengan perubahan kuantitas dan harga input,

Analisis Input-Output tidak mampu menjelaskan masalah distribusi
pendapatan dalam suatu perekonomian. Hal tersebut disebabkan dalam
model input-outpur tidak terdapat elemen yang dapat ﬁencernﬂnkan
distribusi pendapatan,

Analisis Input-Output tidak mampu menjawab bagaimana mencapai
tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling mungkin, dimana pilthan
tersebut dihadapkan pada sumber daya tertentu. Analisis impur-output
hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai apakah daerah mempunyai

sumber daya yang mencakup untuk mencapai target yang ingin dicapai.

Walaupun analisis inpuf-output sebagai suatu model perencanaan

pembangunan mempunyai beberapa kelemahan, namun dengan bertitik tolak

dengan konteks tujuan penelitian dan ketersediaan data relatif masih baru, yaitu

Tabel Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000 dan data Hasil Sensus Penduduk

Jawa Tengah Tahun 2000, maka analisis input-ouput dalam penelitian

diharapkan ini masih tetap relevan untuk dapat dipergunakan dalam model

perencanaan pembangunan dalam jangka menengah. Hal ini sesuai dengan

Boediono (1981: 52), bahwa kegunaan analitis yang sangat penting dari analisis

input-outpu! yang sering dijumpai dalam praktek adalah sebagai alat peramal




mengenai pengaruh suatu perubahan situasi ekonomi -atau kebijaksanaan

ekonomi.

2.1.1.5, Yungsi Produksi Input-Ouiput

Fungsi produksi di dalam analisis Jnput-Output adalah mengikuti apa yang
disebut dengan fungsi produksi Leontief yang bersifat Constant return to scale
(Suahazil Nazara, 1997 : 11-13; Miller and Blair, 1985 : 11-13), artinya bila
seluruh input produksi dilipatkan A-kali, maka output juga akan berlipat sebesar
A-kali. Hal ini berlaku untuk setiap sektor di dalam perekonomian.

Fungsi produksi Leontief menyatakan (Suahazil Nazara, 1997: 12 dan
Miller and Blair, 1985: 12) bahwa proses produksi yang optimal di sepanjang
expansion path-nya dilakukan dengan proporsi imput yang konstan. Di
sepanjang isoquant dari suatu proses produksi, hanya ada satu titik optimal
produksi. Bentuk isoquant-nya ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Isoquant Fungsi Produksi Leontief

Zs Expansion path

R st

lUPt:msr_y-uum
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2.1.2. Penelitian Terdahuiu

Penelitian tentang input — output untuk perencanaan dan analisis perilaku

ekonomi, di antaranya :

1.

o]

Jalili (2000) meneliti tentang faktor-faktor eksogen dan penyempurnaan
tabel input -output di Uni Soviet. Dengan menggunakan metode RAS dan
teknik La grangian, tabel input - output tahun 1966 disempurnakan untuk
tahun 1972. Selanjutnya dengan menggunakan koefisien 1972 sebesar 10 %
sebagai faktor eksogen menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan substantial
dalam perubahan koefisien untuk perencanaan ke depan.

Shisido dkk (2000) membandingkan koefisien Leontief inpur -output dan
pola pertumbuhan struktural di beberapa negara dengan menggunakan
sebanyak 45 tabel Input ~Qutput, didapatkan pola standar pada perubahan
koefisien input -output dalam perkembangan ekonomi, yakni bentuk U pada
rasio rata-rata nilai tambah dan U terbalik pada rasio rata-rata inpus
antara.

Agus Hasto Y (2001) meneliti Dampak Alokasi Belanja Pembangunan
APBD I Jawa Tengah TA. 1994/1995 — 1999/2000 terhadap output sektoral
dengan menggunakan Tabel I-O Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993
memberikan hasil bahwa sektor yang dominan dalam memberikan
kontribusi tambahan oulput akibat pengeluaran pembangunan di Jawa
Tengah adalah sektor pengangkutan, pemerintahan umum, jasa umum dan

tanaman bahan makanan; sektor yang domiman dalam penyerapan tenaga




kerja adalah sektor jasa umum, pemerintahan umum, tanaman bahan
makanan dan pengangkutan.

5. Dwiyama Satyani D (2001) meneliti Aplikasi model Input-Output Regional
Tunggal dalam perencanaan pembangunan daerah : Studi Kasus Propinsi
Jawa Tengah dengan pendekatan RAS; memberikan hasil bahwa koefisien
input di perekonomian Jawa Tengah dari tahun 1993 hingga tahun 1999

telah mengalami perubahan rata-rata sebesar 2,05 persen.

Penelitian mengenai dampak kebijakan pengalokasian anggaran
pembangunan APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan oufput dan
kesempatan kerja sektoral berdasarkan Tabel I[nmput-Output Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2000 belum pernah diteliti.

2.2. Kerangka Pemitkiran Teoritis

Pada umumnya tujuan pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan daerah mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai
dengan pemerataan, peningkatan kesejahteraan dan  kualitas hidup
masyarakatn}?e.{.- Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu peranan pemerintah
daerah dicerminkan dari pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah akan menaikkan
pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum
mencapai tingkat kesémpatan kerja penuh hal ini akan memperbesar permintaan

agregat dan melalui peningkatan permintaan agregat ini produksi atau owiput

akan meningkat, !




Dalam mengalokasikan sektor-sektor mana yang potensial yang dapat
mendorong pertun}buhan output dan penciptaan kesempatan ketja serta
keterkaitan antar sektoral secara khusus dapat dipergunakan formulasi yang
dikembangkan oleh Leontief dengan model input — output (I — O). Formulasi
model 7 - O tersebut dalam analisis regional perencanaan pembangunan daerah
dapat dilihat seberapa jauh keterkaitan antara tambahan owufpur sektoral dan
tambahan penyerapan tenaga kerja/lapangan pekerjaan yang diciptakan jika
suatu jumlah pengeluaran pemerintah dialokasikan ke dalam suatu atau beberapa
sektor pembangunan; dengan demikian sumber dana pemerintah yang terbatas
tersebut dapat digunakan untuk hal — hal yang lebih penting dan terarah.

Model Input-Output adalah suatu model yang menggambarkan suatu
sistem dalam suatu perekonomian, yang terdiri dari transaksi barang dan jasa
antar sektor dimana struktur perekonomiannya dapat digambarkan secara
ringkas, menyeluruh dan terpadu dalam suatu tabel yang disebut dengan Tabel /-
O. Dari Tabel I-O tersebut dapat dilihat antara lain alokasi output suatu sektor
ke sektor lainnya dan struktur input semua sektor, jadi dengan demikian tabel I-
O ini dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor dari suatu sistem
perekonomian,

Dengan menggunakan prinsip yang sama dapat dilihat bahwa
pembangunan ekonomi sektoral suatu daerah yang anggarannya bersumber dari
APBD dan dijabarkan melalui program dan proyek tertentu, tidak saja
berdampak terhadap sektor pembangunan yang bersangkutan, tetapi juga

berdampak dengan sektor pembangunan lainnya. Misalnya anggaran




pembangunan sektor industri yang dijabarkan dalam suatu proyek pembinaan
pengusaha kecil, selain berdampak terhadap sektor industri itu sendiri, juga
berdampak pada sektor perdagangan, sektor ketenagakerjaan dan sektor-sektor
lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model seperti ini akan
menggambarkan keterkaitan suatu dampak program/proyek terhadap
program/proyek lainnya. Kerangka Pemikiran Teoritis dari Penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 2.2, sedang Proses Analisisnya dapat dilihat pada Gambar

2.3.




Gambar 2.2
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Gambar 2.3

PROSES ANALISIS
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Hubungan antara Gambar 2.2 dan Gambar 2.3, adalah sebagai berikut :
Alokasi Dana Pembangunan Sektoral pada APBD di Provinsi Jawa Tengah
(Provinsi maupun di Kabupaten/Kota) yang teralokasi pada sektor-sektor
pembangunan hendaknya di didasarkan pada sektor kunci/sektor unggulan (key
sector), yang mempunyai makna bahwa sektor kunci adalah sektor-sektor yang
mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang antar sektor relatif
tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan oufput sektoral dan
tambahan lapangan kesempatan kerja sektoral yang tinggi, dan akan berdampak
positif terhadap pertumbuhan regional/PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Penentuan sektor kunci tersebut diperoleh melalui proses analisis seperti
nampak pada Gambar 2.3, yaitu dengan cara melakukan agregasi dan
disagregasi Tabel Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85
X 85 sektor lapangan usaha menjadi klasifikasi 25 X 25 sektor lapangan usaha
sesuai dengan sektor lapangan usaha pada Kelompok Lapangan Usaha Indonesia
(KLUT). Penentuan kiasifikasi 25 X 25 sektor lapangan usaha berdasarkan KLUI
ini dengan pertimbangan bahwa 25 sektor lapangan usaha tersebut adalah nama-
nama sektor-sektor dan sub sektor-sub sektor yang telah dibakukan
nomenklaturnya sesuai KLUI dan telah mempunyai nilai PDRB.

Selain sektor kunci, dalam analisis penelitian akan dihitung pula dampak
output multiplier maupun dampak employment multiplier berdasarkan tabel
Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 sektor dan telah diagregasi
menjadi 25 sektor lapangan usaha menurut KLUI (sebagai variabel endogen)

dengan pengeluaran pemerintah (G) sebagai variabel exogen yang tercermin
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dalam Realisasi Pengeluaran Pembangunan Sektoral APBD (scbagai final
demand-nya) seperti tampak pada Tabel 3.1. Maksud menghi.tung output
multiplier dan employment multiplier adalah dalam rangka untuk mengetahui
seberapa besar dampak pengganda tambahan oufput dan pengganda tambahan
kesempatan kerja yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya tambahan
pengeluaran pemerintah (investaéi pemerintah) yang tercermin dalam Realisasi
Pengeluaran Pembangunan Sektoral APBD tersebut, khususnya untuk tahun
anggaran 2000,

Hasil perhitungan owitput mulfiplier dan employment multiplier tersebut
akan dibandingkan dengan alokasi pembangunan sektoral APBD riil, bertujnan
untuk menghitung efisiensi kinerja sektoralnya (efisiensi kinerja tambahan
oulput maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja sektoral).
Pengertian efisiensi kinerja adalah perbandingan prosentase antara satu sektor
lapangan usaha dengan prosentase total semua sektor. Bila hasil prosentase
analisis Input-Output (prosentase output multiplier dan prosentase employment
multiplier) memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan prosentase tanpa analisis
Input-Output (prosentase realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD riil)
pada suatu sektor, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut mempunyai
efisiensi kinerja sektoral di atas 100% yang berarti bahwa sektor tersebut adalah
mempunyai kinerja yang efisien, demikian pula sebaliknya bila hasil prosentase
analisis Input-Output pada suatu sektor ternyata memberikan hasil lebih rendah
dibandingkan prosentase tanpa analisis Imput-Output (prosentase realisasi

anggaran pembangunan sektoral APBD riil), hal ini mengindikasikan bahwa
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sektor tersebut mempunyai efisiensi kinerja di bawah 100% yang berarti bahwa
sektor tersebut mempunyai kinerja yang tidak efisien (terjadi pemborosan
anggaran). Pengertian efisiensi kinerja suatu sektor di atas 100% adalah bahwa
sektor tersebut dapat memberikan multiplier lebih besar dibandingkan dengan
alokasi dana yang diberikan, demikian sebaliknya bahwa bila suatu sektor
memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, hal ini berarti bahwa sektor
tersebut memberikan mulfiplier yang lebih rendah dibanding alokasi dana yang
diterimanya, yang berarti terjadi pemborosan anggaran pembangunan pada
sektor tersebut. Hasil perhitungan efisiensi anggaran pembangunan terhadap
pencapaian tambahan oufput dan tambahan kesempatan kerja pada suatu sektor
mungkin saja tidak menghasilkan nilai efisiensi 100% atau lebih secara
bersamaan. Namun dapat saja efisiensi kinerja tambahan owfput sektoral
memberikan nilai 100% atau lebih, sedangkan efisiensi tambahan kesempatan
kerja hanya memberikan nilai di bawah 100%; atau sebaliknya bahwa efisiensi
tambahan kesempatan kerja memberikan nilai di 100% atau lebih, sedangkan
efisiensi tambahan oufput di bawah 100%. Bila efisiensi kinerja sektoral
mencapai 100% atau lebih baik untuk tambahan output dan kesempatan kerja,
maka stategi kebijakan pengalokasian anggaran yang akan diambil tentunya
akan lebih mudah. Namun bila efisiensi kinerja sektoral untuk tambahan oufput
dan kesempatan kerja saling bertolak belakang, maka strategi kebijakan
pengalokasian anggaran hendakﬁya didasarkan kepada maksud/tujuan akhir dari
kebijakan pembangunan daerah, apakah akan mengejar pertumbuhan (sektor-

sektor dengan efisiensi kinerja outpur 100% atau lebih yang akan di
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prioritaskan) atau akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak
(sektor-sektor dengan efisiensi kinerja kesempatan kerja 100% atau lebih).
Strategi kebijakan pengalokaéian anggran sektoral tentunya tidak dapat hanya
bertumpu pada salah satu tujuan saja (pencapaian tambahan owufput atau
kesempatan kerja), namun diperlukan kombinasi antara keduanya sehingga

diharapkan akan terjadi keseimbangan antar sektor.

Jika hasil perbandingan perhitungan efisiensi kinerja sektoral (baik
efisiensi kinerja tambahan output maupun tambahan kesempatan kerja) antara
alokasi pembangunan APBD (alokasi absolut/riil) dengan alokasi pembangunan
APBD hasil perhitungan analisis Input Output tersebut telah diperoleh, maka
interpretasi dari hasil kebijakan pemerintah terhadap pengalokasian anggaran
pembangunan sektoral APBD tahun anggaran 2000 dapat dilakukan sebagai

suatu bahan evaluasi,
2.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah:;

1. Belanja pembangunan adalah realisasi belanja pembangunan yang
dialokasikan untuk anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa
Tengah berdasarkan Perhitungan Anggaran Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah pada Tahun Anggaran 2000.

2. Tabel Input-Ouiput adalah Tabel Input-Output Jawa Tengah Tahun 2000

berdasarkan transaksi domestik harga produsen. Penentuan atas transaksi
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domestik adalah bahwa transaksi yang dihitung dalam penelitian ini adalah
hanya mencakup transaksi atas barang dan jasa yang diproduksi di wilayah
Jawa Tengah. Sedangkan atas dasar harga produsen, dikarenakan dalam
penelitian ini tidak memperhitungkan biaya transportasi dan marjin

perdagangan.

. Qutput sektoral adalah nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-
sektor produksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, dan dalam
penelitian ini yang dimaksudkan sektor produksi adalah sektor-sektor

pembangunan yang berjumnlah 20 sektor produksi pada tahun anggaran 2000.

. Efisiensi anggaran adalah perbandingan antara prosentase tambahan oufput
sektoral ataupun kesempatan kerja sektoral dengan prosentase anggaran

sektoral pada APBD Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kesempatan kerja adalah jumlah pekerjaan yang tersedia dalam proses

produksi yang memungkinkan angkatan kerja memperoleh pekerjaan di

Provinsi Jawa Tengah.

. Hubungan antar sektor diartikan sebagai kenyataan bahwa input suatu sektor
merupakan oufput dari sektor lain dan sebaliknya oufput dari suatu sektor

merupakan input dari sektor lain.

. Angka Pengganda Keluaran (output multiplier) adalah merupakan alat
analisis untuk menghitung total nilai produksi dari semua sektor ekonomi

yang diperlukan untuk memenuhi nilai permintaan akhir dari output suatu

sektor.
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Angka Pengganda Kesempatan Kerja (employment multiplier) adalah alat

analisis untuk mengetahui dampak perubahan permintaan akhir pada suatu

sektor terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Daya Penyebaran adalah besaran yang menunjukkan dampak dari perubahan
permintaan akhir suatu sektor terhadap owtput seluruh sektor ekonomi di
suatu wilayah atau negara. Daya Penyebaran merupakan ukuran untuk
melihat keterkaitan ke belakang (backward linkages) sektor-sektor ekonomi

di suatu wilayah atau negara.

Keterkaitan ke belakang (backward linkage) adalah alat analisis yang
digunakan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap

sektor-sektor lain yang menyumbangkan inpuft kepadanya.

Derajat Kepekaan adalah besaran yang menjelaskan dampak yang terjadi
terhadap oufput suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir
pada masing-masing sektor perekonomian. Derajat Kepekaan dapat
dimanfaatkan untuk melihat keterkaitan ke depan (forward lingkage), oleh
ka;rena besaran ini menjelaskan pembentukan. o.utput di suatu sektor yang

dipengaruhi oleh permintaan akhir masing-masing sektor perekonomian.

Keterkaitan ke depan (forward linkage) adalah alat analisis yang digunakan
untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor yang menghasilkan output

untuk digunakan sebagai input bagi sektor yang lain.
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BAB Uil

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Data yang dipergunakan dan diolah untuk penelitian ini adalah berupa data

sekunder yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, meliputi :

1.

s8]

Data Realisasi Keuangan Pembangunan Sektoral pada APBD Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000;

Data Realisasi Keuangan Pembangunan Anggaran Sektoral pada APBD
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000,

Data Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tabun 2000;

Data Tenaga Kerja Sektoral Jawa Tengah Tahun 2000.

3.1.2. Sumber Data

Seluruh data sekunder untuk penelitian tesis ini didapatkan dari :
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah untuk data-data Input-Output
Jawa Tengah 2000, dan data Sensus Penduduk Jawa Tengah (SP Jawa
Tengah) 2000;
Bappeda Provinsi Provinsi Jawa Tengah untuk data-data Realisasi

Keuangan Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2000;
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3. Bappeda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk data-data
Realisasi Keuangan Pembangunan Sektoral APBD Kab/Kota Tahun

Anggaran 2000.

3.2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah meliputi :

1. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi Jawa
Tengah yang dialokasikan kepada ke 35 kabupaten/kota di Jawa
Tengah

2. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi Jawa
Tengah (APBD Provinsi ditambah APBD Kabupaten/kota se Jawa
Tengah)

3. Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di 2 Kabupaten di

Jawa Tengah, yaitu : Kab. Brebes dan Rembang,

Pemilihan ke 2 Kabupaten tersebut didasarkan atas pértimbangan
geografis wilayah pantai utara Pulau Jawa, dimana Kabupaten Brebes yang
terletak di sebelah Barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa
Barat, sedangkan Kabupaten Rembang yang terletak di sebelah Timur Provinsi
Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur

Tujuan dilakukan analisis terhadap ke 2 kabupaten adalah dalam rangka
melakukan simulasi/contoh penerapan model penelitian terhadap dampak
realisasi anggaran pembangunan sektoral terhadap tambahan owufput dan

tambahan kesempatan kerja sektoral masing-masing kabupaten tersebut.
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3.3. Metode Peneclitian

Agar sesuai dengan tujuan analisis penelitian dan sesuai pula dengan
jumlah lapangan usaha menurut KLUI, maka sektor-sektor pembangunan pada
nomenklatur APBD di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 20 sektor
pembangunan (nomenklatur sektor untuk tahun anggaran 2000} perlu
diagregasikan dan atau didisagregasikan ke dalam 25 sektor lapangan usaha,
meliputi :

(1) Tanaman Bahan Makanan

(2) Tanaman Perkebunan

(3) Peternakan dan Hasilnya

(4) Kehutanan

(5) Perikanan

(6) Pertambangan dan Penggalian

(7) Industri Migas

(8) Makanan, Minuman dan Tembakau
(9) Tekstil, Barang kulit dan Alas Kaki
(10) Barang Kayu dan Hasil Hutan

(11) Kertas dan Barang Cetakan

(12) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
(13) Semen dan Barang lain bukan Logam
| (14) Logam dasar besi dan- baja

(15) Alat angkutan, mesin dan peralatan

(16) Barang lainnya
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(17) Listrik, Gas dan Air Bersih

(18) Bangunan

(19) Perdagangan Besar dan Eceran

(20) Hotel

(21) Pengangkutan

(22) Komunikasi

(23)  Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
(24) Pemerintahan Umum

(25) Jasa Umum

Hasil Agregasi dan Disagregasi 25 Sektor menurut Lapangan Usaha

dapat dilthat pada Tabel 3.1.
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3.4. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan analisis, pendekatan perfama
adalah permintaan akhn' meliputi : (1) analisis tambahan keluaran/outpuf
sektoral sebagai akibat belanja pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa
Tengah di berbagai sektor; dan (2) analisis tambahan kesempatan kerja.
Pendekatan kedua adalah analisis pengganda meliputi : (1) analisis pengganda
pengeluaran (oufput multiplier), dan (2) analisis pengganda tenaga kerja
{employment multiplier). Pendekatan keriga adalah keterkaitan intersektoral
meliputi : (1) analisis keterkaitan ke depan (forward lingkages) dan (2) analisis
keterkaitan ke belakang (backward lingkages).

Ketigla pendekatan analisis dalam penelitian ini diperoleh dari perhitungan
sektofal pada Tabel Inpus-Output Jawa Tengah Tahun 2000 klasifikasi 85 x 85

sektor lapangan usaha yang diagregasikan menjadi 25 sektor lapangan usaha

sesuai klasifikasi KLUT.

1. Pendekatan Permintaan Akhir (Final Demand)
(1). Analisis Tambahan Keluaran/Qutput
Adalah dampak yang ditimbulkén karena adanya tambahan
permintaan akhir/final demand, dan dalam penelitian adalah adalah
adanya tambaban pengeluaran pemerintah pada realisasi anggaran
pembangunan sektoral APBD TA. 2000.
Formulasi matematisnya sebagai berikut (Richardson , 1972 : 29) :

AXi =[I-A]7AY - 5
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di mana :
AXi = tambahan output di sektor i;
{1-A]~" = Leontief inverse matrik tabel /-0,
AY = permintaan akhir baru (belanja pembangunan
sektoral APBD Provinsi dan Kab/Kota di Jawa

Tengah)

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran
pembangunan sektoral adalah bagian dari permintaan, sehingga
timbulnya permintaan yang berasal dari APBD di Provinsi Jawa
Tengah akan berdampak positif terhadap tambahan outpur. Hal ini
sesuai dengan teori ekonomi makro (khususnya teori Keynes), bahwa
jika terjadi perubahan permintaan, maka oufpuf setiap sektor juga
akan berubab. Perubahan terjadi melalui pengaruh langsung dan tidak
langsung permintaan pada seluruh penyediaan (supply), jadi adanya

permintaan akan menghasilkan perubahan output.

(2). Analisis Tambahan Kesempatan Kerja

Tambahan kesempatan kerja disebabkan adanya tambahan output
sebagai dampak dari perubaghan permintaan akhir, dan dalam
penelitian adalah adalah adanya tambahan pengeluaran pemerintah
pada realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD TA. 2000.
Formula matematisnya sebagai berikut (Boediono, 1993 : 57) :

ANi =ni.AXi 6)
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di mana :
ANi =tambahan kesempatan kerja;
ni = koefisien kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
{(nt=Ni/Xi);
Ni = kesempatan kerja sektoral;
Xi  =total oufput sektoral;

AXi =tambahan oufput sektoral

Interpretasi dari rumus tambahan kesempatan kerja menunjukkan
bahwa koefisien kesempatan kerja sektoral merupakan indikator
untuk melihat daya serap tenaga kerja di masing-masing sektor.
Semakin tinggi koefisien kesempatan kerja di suatu sektor
menunjukkan semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja di sektor
yang bersangkutan, karena semakin banyak tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Sebaliknya sektor
vang semakin rendah koefisien kesempatan kerjanya menunjukkan
semakin rendah pula daya serap tenaga kerjanya.

Informasi tentang koefisien kesempatan kerja sektoral antara lain
dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam menyusun berbagai

kebijakan dan perencanaan di bidang ketenagakerjaan.

2. Pendekatan Analisis Angka Pengganda (rmultiplier analysis)

L

Pada intinya, analisis angka pengénda adalah suatu metoda/cara untuk

mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen
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tertentu apabila terjadi perubahan variabel-variabel eksogen, seperti
permintaan akhir, di dalam perekonomian (Suahasil Nazara, 1997: 58). Dua
variabel yang menjadi perhatian utama dalam analisis angka pengganda
dalam penelitian ini adalah angka pengganda keluaran (output multiplier)
sektor-sektor produksi, dan angka pengganda kesempatan kerja/lapangan

pekerjaan (employment multiplier).

(1). Angka Pengganda Keluaran (output multiplier)
Formulasi matematisnya sebagai berikut (Mitler dan Blair, 1985 :

103):

A
I

s
Q

Rt

1]
—

(7
di mana :

Oj = pengganda keluaran (output multiplier),

a ij = elemen matrik kebalikan Leontief Table fnpur-Output

Jawa Tengah.

Rekomendasi kebijakan dari analisis angka pengganda keluaran
ini adalah bahwa jika yang ingin dicapai adalah memaksimalkan
output sektor produksi, maka tambahan permintaan akhir harus

dialokasikan sepenuhnya ke sektor dengan angka pengganda oufput

tertinggi.
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(2) Angka Pengganda Kesempatan Kerja/Lapangan Pekerjaan
(employment multiplier)
Angka pengganda kesempatan kerja/lapangan pekerjaan biasa disebut
pula dengan efek lapangan pekerjaan {(employment effect) merupakan
efek total dari perubahan lapangan pekerjaan di perekonomian akibat
adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di suatu sektor
tertentu (Suahasil Nazara, 1997: 73)

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985 :

111):
B =3W,.0, ®)
di mana :
Ej = pengganda kesempatan kerja;
W = koefisien input tenaga kerja;
o j = elemen matrik kebalikan Leontief Tabel Input-Output

Jawa Tengah

Interpretasi dari rumus (8) di atas adalah bahwa jika terdapat
tambahan permintaan akhir di sektor j akan menyebabkan tambahan
output tidak saja di sektor j, tetapi juga tambahan di sektor i. Pada
gilirannya, tambahan owfput di sektor j tadi akan meningkatkan
permintaaﬁ tenaga . kerja untuk sektor j tersebut. Sedangkan
tambahan oufput di sektor i, akibat tambahan permintaan akhir di
sektor i tadi, akan meningkatkan tenaga kerja di sektor i pula

(Suahasil Nazara, 1997: 74).
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Implikasi kebijakan dari angka pengganda kesempatan kerja
ini adalah mencoba menerjemahkan peningkatan permintaan akhir
tersebut dalam bentuk kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. Jika
terdapat perubaban permintaan akhir dalam model inpuf-output ini,
terjadi pula perubahan oufpur yang diproduksi oleh sektor sektor
produksi di perekonomian, perubahan oufput tersebut tentunya akan

pula mengubah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan,

3. Pendekatan Keterkaitan Intersektoral

Analisis keterkaitan intersektoral adalah suatu analisis yang digunakan
untuk mengetahui tingkat/derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain
dalam suatu sektor perekonomian. Bila suatu sektor mendapat inpur dari sektor
lain maka dapat disebut adanya keterkaitan ke belakang (Backward Linkages),
dan bila suatu sektor menyumbang oufputnya untuk menjadi inpur sektor

lainnya maka dapat disebut adanya keterkaitan ke depan (Forward Linkages)

(1) Kaitan ke Belakang (Backward Linkages)

Formulasi matematisnya sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985 :
324) .
B(d +1), ='__§‘.la,j 9
di mana :
B(d+i); = indeks kaitan ke belakang sektoral;

o if = elemen matrik kebalikan Leontief Tabel fnput-

QOutput Jawa Tengah
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 Jumlah dampak dalam persamaan (9) disebut juga sebagai
jumlah daya penyebaran (BPS, 1999: 42); dan besaran ini
menunjukkan dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor
terhadap oufput seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah atau
negara.

Sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor adalah saling
berbeda satu sama lain, sehingga persamaah (9) bukan merupakan
ukuran yang sah untuk membandingkan dampak yang terjadi pada
setiap sektor. Untuk keperluan perbandingan, maka persamaan (9)
harus dinormalk‘an (normalized) (Sritua Arief, 1993: 220 dan BPS,
1999; 43), yaitu dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sekior
dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dihasilkan dari

proses ini disebut sebagai indeks daya penyebaran dengan formulasi

matematis sebagai berikut :

n
(1/m)Ziby

a;=

nn

(1/0%)5; Z; by

11
by
;= T (10)

nn

(I/Il)zi Ej bij




dimana :

o indeks daya penyebaran sektor j dan lebih dikenal

i sebagai daya penyebaran sektor j; dan dapat
mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar 1 atau

lebih kecil dari 1.

Interpretasi dari persamaan (10} adalah bila «; = 1, hal tersebut
berarti bahwa daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya
penyebaran seluruh sektor ekonomi. Nilai o;> 1 menunjukkan daya
penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh
sektor ekonomi; dan sebaliknya o; < 1 menunjukkan daya

penyebaran sektor j lebih rendah.

Implikasi kebijakan dari keterkaitan sektoral ke belakang adalah
bahwa sektor yang mempunyai daya penyebéran tinggi memberikan
indikasi bahwa sektor tersebut mempunyai keterkaitan ke depan atau
daya dorong yang cukup kuat dibandingkan terhadap sektor yang

lainnya (Suahasil Nazara, 1999: 73)
(2) Kaitan ke Depan (Forward Linkages)

Formulasi secara matematis sebagai berikut (Miller dan Blair, 1985:

324):

F(d +1), = Zg, (11)
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di mana :
F(d+1); = indeks kaitan ke depan sektoral ;
qi = glemen matrik kebalikan Leontief Tabel /nput-

QOutput Jawa Tengah

Nilai dalam persamaan (11) disebut juga sebagai jumlah
derajad kepekaan, yaitu besaran yang menjelaskan dampak yang
terjadi terhadap oufpuf suatu sektor sebagai akibat dari perubahan
permintaan akhir pada masing-masing sektor perekohomian {Suahasil
Nazara, 1999: 44).

Untuk keperluan perbandingan antar sektor dan logika yang

serupa dengan pembahasan pada daya penyebaran, maka persamaan

(11) dinormalkan menjadi :

n

Ziby
Bi= (12)
nn
(I/m)Z; Z; by
, dimana :
Bi = indeks derajat kepekaan sektor i dan lebih dikenal

sebagai derajat kepekaan sektor i; dan dapat

mempunyai nilai sama dengan 1; lebih besar 1 atau

leBiil kecil dari 1.
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Interpretasi dari persamaam (12) adalah bila B; = 1, bal tersebut
berarti bahwa derajat kepekaan sektor i sama dengan rata-rata
derajad kepekaan seluruh sektor ekonomi. Nilai §;> 1 menunjukkan
derajad kepekaan sektor i berada di atas rata-rata derajat kepekaan
seluruh sektor ekonomi; dan sebaliknya o; < 1 menunjukkan derajat
kepekaan sektor i lebih rendah.

Implikasi kebijakan dari keterkaitan sektoral ke depan adalah
bahwa sektor yang mempunyai derajat kepekaan tinggi berarti sektor
tersebut mempunyai ketergantungan (kepekaan) yang tinggi

terhadap sektor lain {(Suahasil Nazara, 1999: 73).

. Berdasarkan indeks daya penyebaran (DP) dan indeks derajat kepekaan
(DK) ini, sektor-sektor ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan ke
dalam 4 kelompok (Suahasil Nazara, 1999: 75), sebagai berikut:

1. Kelompok I
Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DK dan indeks DP
relatif tinggi (di atas rata-rata)

2. Kelompok II
Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DK tinggi (di atas
rata-rata), tetapi indeks DP-nya rendah (di bawah rata-rata)

3. Kelompok III
Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP rendah (di

bawah rata-rata) dan indeks DP-nya juga rendah (di bawah rata-

rata)
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4. Kelompok IV
Adalah sektor-sektor yang mempunyai indeks DP tinggi (di atas

rata-rata), tetapi indeks DK-nya rendah (di bawah rata-rata).

Indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan yang adalah
penurunan dari keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan, oleh para
ahli telah digunakan dalam rangka menganalisis dan menentukan sektor-
sektor kunci/sektor unggulan (key secfor) yang akan dikembangkan dalam

pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Suahasil Nazara, 1999: 73).
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BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Geografis

Posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit
oleh tiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Provinsi Jawa Tengah antara 5 °40° dan
8730° Lintang Selatan dan antara 108°30° dan 111°30° Bujur Timur (termasuk
pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari
Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). Batas
geografis Provinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa
Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah Selatan
dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia, serta
sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten dan
6 kota, yang terdiri atas 544 kecamatan, meliputi 8.491 desa/kelurahan dan
31.820 dusun/lingkungan. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2000
adalah 3,25 juta hektar atau sekitar 1,7 persen dari luas wilayah Indonesia atau
25,04 persen dari luas wilayah Pulau Jawa.

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah yang
paling luas adalah Kabupaten Cilacap yaitu scluas 213.851 hektar atau 6,57
persen dari luas wilayah provinsi. Kabupaten yang paling sempit adalah

Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah 42,512 ‘hektar atau sekitar 1,31 persen
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dari luas wilayah provinsi. Kota yang paling luas adalah Kota Semarang dengan
luas wilayah 37.367 hektar atau 1,15 persen dari luas provinsi, sedang kota yang
paling sempit adalah Kota Magelang dengan luas wilayah 1.812 hektar atau 0,06

persen dari luas provinsi.

4.2. Demografi

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sensus Penduduk
(SP) Jawa Tengah Tahun 2000 (BPS, 2001) adalah sebesar 30,78 juta jiwa atau
15 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan menempati urutan ketiga terbesar
dari seluruh provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi
Jawa Tengah untuk kabupaten adalah di Kabupaten Brebes dengan jumiah
penduduk sebesar 1.689.011 orang, sedang jumlah penduduk terbanyak untuk
kota adalah di Kota Semarang dengan jumlah penduduk sebesar 1.341.730
orang. Jumlah penduduk paling sedikit untuk kabupaten adalah di Kabupaten
Rembang dengan jumlah penduduk sebesar 554.690 orang, sedang jumlah
penduduk paling sedikit untuk kota adalah di Kota Salatiga dengan jumlah
penduduk sebesar 150.201 orang. |

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (1996 — 2000)
cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk,
dimana pada tahun 2000 tercatat 946 jiwa setiap kilometer persegi. Kepadatan
penduduk tertinggi unfuk kabupaten adalah di Kabupaten Klaten dengan tingkat
kepadatan sebesar 1.689,36 jiwa setiap kilometer persegi, sedang untuk kota
adalah di Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sebesar 11.114,42 jiwa

setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk paling rendah untuk kabupaten
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adalah di Kabupaten Blora dengan tingkat kepadatan sebesar 450,54 jiwa setiap
kilometer persegi, sedang untuk kota adalah di Kota Salatiga dengan tingkat
kepadatan sebesar 2.836,12 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk dan
kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2000 dapat dilihat pada Tabel 4.1.




Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000

1 Kab.  Cilacap 1.600.834
2. | Kabh. Banyumas 1.447.865 1.090,60
3. | Kab. Purbalingga 782,714 1.006,51
4. | Kab. Banjarnegara 831.327 777,13
5. Kab, Kebumen 1.160.922 905,03
6. Kab., Purworejo 703.691 680,01
7. Kab. Wonosobo 730.677 742,05
3. Kab, Magelang 1.092.77 1.006,49
9. Kab, Boyolali 891.363 878,13
10. | Kab., Kiaten 1.107.477 1.689,36
11. | Kab. Sukoharjo 768.752 1.647.35
12. | Kab, Wonogiri 966.271 530,23
13. | Kgh. Karanganyar 754.802 977,47
14. { Kab, Sragen 842.759 890,40
15. | Kab, Grobogan 1.257.958 636,67
16. | Kab. Blora 808.443 450,54
17. | Kab. Rembang 554.690 346,98
18. | Kgb., Pat 1.144.300 767,37
19. | Kab, Kudus 701.537 1.650,02
20. | Kab. Jepara 962.909 958,92
21. | Kab. Demak 965.499 1.075,85
22. | Kab., Semarang 828.169 874,65
23. | Xab. Temanggung 659.881 758,28
24. | Kab. Kendal 845,370 843,46
25. | Kah., Batang 658.321 834,43
26. | Kab. Pekalongan 795.044 950,86
27. | Kab, Pemalang 1.253.706 1.238,96
28. | Kab. Tegal 1.374.382 1.562,33
29. | Kab., Brebes 1.89.011 1.018,87
30. | Kota Magelang 116.245 6.415,29
3i. | Kota Surakarta 489.368 11.114,42
32. | Kota Salatiga 150.201 2.836,12
33. | Kota Semarang 1.341.730 3.590,68
34. | Kota Pckalongan 260.814 5.801,02
35. [ Kota Tegal 236.038 6.843,66
Jateng, 30.775.846 945,67

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah Dalam Angka 2001.
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4.3, Tenaga: Kerja

Menur.ut Hasil Susenas 2000 Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2001),
penduduk uéia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke
atas, dan dibédakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah
angkatan kefja di Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat sebanyak 15.129.122
orang, dimana jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja berjumiah 14.491.222
orang, dan jumlah angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan berjumlah
637.900 orang (4,40 persen). Perincian jumlah angkatan kerja per
kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2000 berdasarkan Hasil Sensus

Penduduk (SP) Jawa Tengah Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabe! 4.2.
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Jumiah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000
menurut Kabupaten dan Kota

1. | Kab. Cilacap 663.265 35.409 698. 674
2. | Kab. Banyumas 640.563 45.636 686.201
3. | Kab. Purbalingga 345.543 7.531 353.074
4. Kab. Banjarnegara 397997 13.776 411.773
5. | Kab. Kebumen 524.974 17.793 542.767
6. | Kab. Purworejo 324.559 7.200 331.759
7. | Kab. Wonosobo 384.870 10.276 395.146
8. | Kab. Magelang 584.440 11.911 596.351
9. | Kab. Boyolali 494.343 8.009 502.352
10. | Kab. Klaten 534.606 24.962 559.568
11. { Kab.  Sukoharjo 362.908 23.362 386.270
12, 1 Kab. Wonogiri 517.904 11.572 520476
13. | Kab. XKaranganyar 391678 12.901 404.579
14. | Kab. Sragen 433.503 12.722 446.225
5. | Kab. Grobogan 603.932 22.680 626.612
16. | Kab. Blora 433.706 11.353 445.059
17. | Kab. Rembang 261.580 7.656 269.236
18. | Kab. Pati 564.842 28.482 593.324
19. | Kab. Kudus 364.314 13.050 377.364
20. | Kab. Jepara 461.265 11190 472.455
21. | Kab. Demak 430.195 21.209 451.404
22. | Kab. Semarang 413.223 9.410 422.633
23. | Kab. Temanggung 356.855 6.631 363.486
24, | Kab. Kendal 364.453 19.514 383.967
25. | Kab. Batang 314.151 10476 324.627
26. | Kab. Pckalongan 355845 16.631 372,476
27. | Kab. Pecmalang 520.240 45384 565.624
28. | Kab. Tegal 576.657 38.425 615.082
29, | Kab. Brebes 764.195 41.668 805.863
30. { Kota Magelang 47.886 2.891 50.777
31. | Kota Surakarta 213.492 15.432 228.924
32. | Kota Salatiga 63.426 10.487 73.913
33. | Kota Semarang 583.896 47.346 631.242
34. | Kota Pckalongan 105300 | 6.120 111.420
35, | Kota Tegal 90614 8.805 99.419
< Provinsi® 14491222 1400 4637.900 15129122

Sumber :

Jawa Tengah Tahun 2000

BPS Provmsz Jawa Tengah Hasil Sensus

Penduduk (SP)




Dilihat dari lapangan pekerjaannya, maka peran sektor pertanian pada
tahun 2000 masih cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian
ini masih menyerap 42,34 persen tenaga kerja. Sektor-sektor lain yang
menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan (20,91 persen),
sektor industri (15,71 persen) dan sektor jasa (10,98 persen). Bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, ternyata kontribusi sektor pertanian dalam
penyerapan tenaga kerja sedikit mengalami penurunan, dimana pada tahun 1999
masih sebesar 43,37 persen. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran sektor

pertanian ke sektor industri semakin membaik dari tahun ke tahun.

4.4. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Dampak krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tahun 1997 ternyata
berimbas pula terhadap laju pertumbuban ekonomi daerah khususnya di Provinsi
Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebelum terjadi
krisis ekonomi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 1993 sampai dengan
tahun 1996, namun mengalami penurunan pada tahun 1997 dan 1998 akibat
dampak krisis ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 1996 mencapai 7,30 persen,
kemudian menurun menjadi sebesar 3,03 persen pada tahun 1997, dan bahkan
pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 11,74 persen. Penurunan
pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada sektor pertanian, industri pengolahan,
perdagangan, hotel dan restoran yang selama ini sektor-sektor tersebut

memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB Jawa Tengah.
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Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai terlihat adanya kenaikan
pada tahun 1999 yaitu sebesar 3,49 persen, sedang untuk tahun 2000
pertumbuban ekonomi Jawa Tengah sebesar 3,93 persen (angka diperbaiki).
Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditunjukkan dalam Laju Perturnbuhan Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 — 2000
(persen) dapat dilihat pada Tabel. 4.3, sedangkan PDRB dan Laju Pertumbuhan
PDRB Daerah Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993,
Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 — 2000 (persen)

Sektor Ekonomi 1996 1997 1998 1999 200

1. Pertanian 3.37 (3,20) { (3,35 3,07 331

2. Pertambangan dan 11,85 11,35 (7,11) 5,49 2,49
Penggalian

3.  Industri Pengolahan 8,71 2,87 | (14,61) | 2,82 3,19

4.  Listrik, Gas dan Air 14,03 13,47 3,64 10,38 | 9,66
Minum

5. Bangunan 11,24 6,37 {32,10% | 11,93 1,49

6. Perdagangan, Hotel dan 8,35 6,40 (9,00) 3,20 6,71
Restoran

7. Pengangkutan dan 12,88 3,61 (0,09) 10,29 5,45
Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan 7,11 7,99 (34,20) 3,77 2,99
Jasa Perusahaan '

9. Jasa-jasa 4,13 2,64 (9,60) | (0,20) 1,27

DRB: Total: 30 93

. 7 BPS .Prbvfnsz Jawa Te engdh, Pend;zpatan R'«:eg-i;)‘nal dea T enéézh
Tahun 2000.




PDRB, PDRB per kapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.4
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Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000

No. Kabupaten/Kota PDRB¥) PDRB™) per kapita | Laju Pertumbuhan
. . PDRE (%0)
utaan Rp) iah)
1. | Kab. Cilacap 2.206.677,43

2. | Kab. Banyumas 1.028.604,67 695.805,68 4,03
3. | Kab. Purbalingga 611.664,77 734.230,62 2,78
4. | Kab. ‘Banjarnegara 866.034,16 1.010.039,54 2,65
5. | Kab. Kebuwmen 930.822,49 800.861,83 4728
6. | Kab. Purworcjo 684.306,71 897.887,12 241
7. | Kab. ‘Wonosobo 513.121,93 688.646,12 4.41
8. | Kab. Magelang 1.054.929,26 963.004,68 3,50
9. | Kab. Boyolali 892.046,22 969.235,14 0,86
10. | Kab. Klaten 1.199.551,88 956.415,71 3,98
11. | Kab. Skoharjo 1.112.790,61 1.425.581,79 3,52
12, | Kab. Wonogiri 785.059,86 708.888,39 3,73
13. { Kab. Karanganyar 1.193.085,08 1.512.008,50 4,51
i4. : Kab.  Sragen 696.930,14 782.783,48 2,85
15. | Kab.  Grobogan 749.529,21 568.309,08 11,15
16. { Kab. Blora 676.637,68 820.474,19 2,45
17. | Kab. Rembang 504.132,77 905.422,25 4,98
18. | Kab. Pati 940.874,70 806.927,90 0,36
19. | Kab. Kudus 3.087.617,87 4.521.193,33 1,89
20. | Kab. Jepara 989.279,74 1.020.967,51 4,61
21. | Kab. Demak 744.316,44 766.614,18 2,89
22. | Kah. Semarang 1.047.365,80 1.325.120,29 4,78
23. | Kab. Temanggung 697.991,69 1.037.831,78 3,47
24, | Kab. Kendal 1.550.396,93 1.771.947,01 2,17
25. { Kab. Batang 721.649 41 1.092.109,25 2,01
26, { Kab. Pekalongan 862.264,91 1.093.198,78 2,37
27. | Kab. Pemalang 1.089.043,63 863.324,00 3,71
28. | Kab. Tegal 911.597,09 660.970,35 4,89

29. | Kab. Brebes 1.381.023,44 841.558,41

30. | Kota Magelang 317.300,62 2.752.649,15

31. | Kota Surakarta 1.302.715,92 2.375.450,25

32. | Kota Salatiga 254.,362,19 1.756.790,55

33. | Kota Semarang 5.142.532,90 3.959.928,00

34, | Kota Pekalongan 434.639,68 1.663.323,28

Kota Tegal 359.940,91 1.519.379,11

Atetig 7:540:8387 02.:800,14::

Ket : *) tanpa migas

Sumber :  BPS Provinsi Jawa Tengah,
Tengah Tahun 2000.

Pendapatan Regional Jawa




Pada Tabel 4.3. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor
pada tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan positif, sedangkan pada tahun 1998
laju pertumbuhan PDRB sernua sektor menunjukkan nilai ﬁegatif dikarenakan
pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi. Pada tahun 1999 mulai
tampak adanya perbaikan perekonomian, dimana pertumbuhan PDRB semua
sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif kecuali untuk sektor Jasa-jasa
yang masih menunjukkan pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2000 untuk sektor Listrik, Gas dan Air
Bersih menunjukkan pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor-sektor
ekonomi lainnya, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 9,66 persen. Pertumbuhan
PDRB Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih ini dimungkinkan karena sektor ini
merupakan kebutuhan pokok dan sangat penting bagi masyarakat Jawa Tengah.

Sektor yang mengalami pertumbuhan PDRB terendah pada tahun 2000
adalah sektor Jasa-Jasa, dengan pertumbuhan PDRB sebesar 1,27 persen.
Walaupun sektor Jasa-jasa ini mengalami pertumbuhan PDRB paling rendah
pada tahun 2000, namun menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan
cukup besar, dimana pada tahun 1999 masih menunjukkan nilai yang negatif
yaitu sebesar minus 0,20 persen. Kenaikan pertumbuhan PDRB pada sektor
Jasa-jasa ini dimungkinkan karena adanya kondisi Jasa Pemerintahan Umum
yang relatif stabil dan Jasa Pelayanan Swasta mulai bergerak naik sejak dua
tahun terakhir.

Pada Tabel 4.4, terlihat bahwa Kabupaten yang mempunyai PDRB Total

dan PDRB per kapita terbesar adalah di Kabupaten Kudus dengan nilai PDRB
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Total Rp. 3.087.617.870.000,~ dengan PDRB per kapita Rp. 4.521.193,33,-. Hal
ini cukup beralasan mengingat potensi industri di Kabupaten Kudus cukup
besar, khususnya industri rokok. Sedangkan Kabupaten yang mempunyai PDRB
Total terkecil adalah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 504.132.770.000,-
dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 905.422,25.

Untuk PDRB Tofal maupun PDRB per kapita Kota yang paling
tinggi/terbesar dicapai oleh Kota Semarang yaitu Rp. 5.142.532.900.000,-
dengan PDRB per kapita mencapai Rp. 3.959.§28,09. PDRB Total Kota
terendah dicapai oleh di Kota Magelang sebesar Rp. 317.300.620.000,- dengan
PDRB per kapita sebesar Rp. 2.752.649,15.

Apabila dilihat dari struktur ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 sampai
dengan 2000 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.5, ternyata sektor Industri
Pengolahan masih merupakan sektor yang mampu memberiican sumbangan
terbesar terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah, dimana pada tahun 1996
kontribusinya mencapai sebesar 31,84 persen dan pada tahun 2000 sebesar
30,34 persen.

Sektor-sektor lainnya yang memberikan sumbangan terbesar pada tahun
2000 adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor Pertanian.
Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan peranan sebesar 23,53
persen, dan sektor Pertanian memberikan peranan sebesar 20,65 persen. Sektor
ekonomi yang memberikan kohtribus_i terkecil atas pembentukan PDRB Jawa
Tengah adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, yaitu dengan nilai sebesar

1,21 persen. Bila dilihat secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir (tahun
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1996 - tahun 2000) ternyata belum menunjukkan adanya pergeseran struktur
ekonomi yang berarti, dimana posisi masing-masing sektor masih tetap. Struktur
Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 — 2000 Atas Dasar Harga Konstan 1993

(persen) dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 — 2000
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (persen)

Sektor Ekonomi 1996 1997 1598 1999 2000
Pertanian 20,27 19,05 20,86 20,78 20,64
Pertambangan dan 1,26 1,36 1,43 1,46 1,44
Penggalian

3." Industri Pengolahan 31,84 31,79 30,76 30,55 30,35
4.  Listrik, Gas dan Air Mimen 0,83 0,91 1,07 1,14 1,21
5. Bangunan 4,81 4,96 3,82 413 4,03
6.  Perdagangan, Hotel dan 21,58 22,29 2298 22,91 23,53
Restoran
7.  Pengangkutan dan 4,07 4,10 4.64 4,94 5,01
Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan 5,05 5,29 3,95 3,96 3,92
Jasa Perusahaan ‘
Jasa-jasa 10,29 10,25 10,50 10,12
Totat 00

Sumber :  BPS Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Regional Jawa Tengah
Tahun 2000.

4.4. Pengeluaran Pembangunan Sektoral Pemerintah Daerah di Provinsi
Jawa Tengah
Pelaksanaan pembangunan daerah di Jawa Tengah tidak sepenuhnya
dilakukan dan dibiayai“ oleh pemerintah semata, namun peran serta pihak swasta
dan masyarakat juga memberikan andil yang cukup besar. Peranan kedua pihak
tersebut (swasta dan masyarakat) sangat penting dalam rangka menentukan

keberhasilan dan kesinambungan pembangunan di Jawa Tengah.
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Peran pemerintahan dalam meningkatkan PDB/PDRB potensial atau
output dari suatu negara/daerah dapat dalam bentuk modal seperti dalam
pembangunan industri ataupun dapat juga dalam bentuk investasi langsung
seperti proyek-proyek sarana dan prasarana yang langsung maupun tidak
langsung mendorong perkembangan perekonomian, dimana sektor swasta tidak
dapat atau tidak berkeinginan untuk melakukannya (Samuelson, 1994 : 554-
559). Dampak positif pengeluaran pemerintah dalam pembangunan juga
diperkuat hasil penelitian Arief Hadiono (2001) yang menyatakan bahwa
investasi pemerintah berpengaruh positif ‘terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alokasi dana/investasi pembangunan sektoral yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat berasal dari
berbagai sumber dana. Untuk dana pembangunan provinsi, sumber dana dapat
berasal dari APBD Provinsi sendiri maupun dari APBN Sektoral, sedang dana
pembangunan kabupaten/kota sumber dana dapat berasal dari APBD
Kabupaten/kota sendiri, APBD Provinsi (dalam bentuk Dana Bantuan Daerah
Bawahan/2POA dan Ingub), ataun berasal dari APBN Sektoral. Dalam
penelitian tesis ini akan dibatasi sumber dana sektoral baik APBD Provinsi
maupun APBD Kab/Kota untuk belanja pembangunan sektoral. Realisasi dan
Persentase Anggaran Sektoral Pembangunan APBD di Provinsi Jawa Tengah
(Provinsi dan Kab//Kota) Tahun 2000 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 26 dan
27.

Berdasarkan Lampiran Tabel 27 dapat diketahui bahwa prosentase

realisasi anggaran sektoral masing-masing kabupaten/kota terlihat bervariasi
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antar sektor pembangunan, hal ini kemungkinan disebabkan bervariasinya
kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penentuan pokok
permasalahan dan kepentingannya yang hendak dicapai pada daerah masing-

masing.
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BAB Y

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Angka Pengganda Keluaran (Oufput Multiplier) dan

Kesempatan Kerja (Employment Multiplier) Sektoral

Hasil perhitungan angka pengganda keluaran (output multiplier) dengan
menggunakan persamaan (7) dan angka pengganda kesempatan kerja
(employment multiplier) dengan menggunakan persamaan (8) berdasarkan
Tabel Input-Output Tahun 2000 Jawa Tengah untuk sektor-sektor ekonomi di
Jawa Tengah, disajikan pada Tabel 5.1. Sedangkan untuk pembahasan yang
lebih terperinci dan mudah dipahami dalam rangka mengetahui sektor-sektor
yang mempunyai angka pengganda keluaran dan angka pengganda kesempatan
kerja secara simultan, maka disusun suatu matrik 4 dimensi dengan klasifikasi
sebagai berikut : (1) mempunyai angka pengganda keluaran dan angka
pengganda kesempatan kerja yang tinggi; (2) mempunyai angka pengganda
keluaran tinggi namun angka pengganda kesempatan kerja rendah; (3)
mempunyai angka pengganda kesempatan kerja tinggi namun angka pengganda
keluaran rendéh dan (4) mempunyai angka pengganda keluaran dan angka
pengganda kesempatan kerja rendah. Klasifikasi tinggi adalah apabila angka
kaitan sektoralnya melebihi rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian
(klasifikasi 25 sektori, demikian sebaliknya bahwa klasifikasi rendah adalah
apabila angka kaitan sektoralnya kurang dari rata-rata keseluruhan sektor dalam
perekonomian (klasifikasi 25 sektor). Matrik 4 dimensi tersebut disajikan pada

gambar 5.1. Angka/nilai yang tercantum pada Matrik Gambar 5.1 tersebut
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adalah angka/nilai dari Tabel 5.1 yang telah dinormalkan (normalized) terlebih
dahulu dikarenakan sifat permintaan akhir dari masing-masing sektor adalah
saling berbeda satu sama lainnya; dan hasilnya pada Tabel 5.2.
Tabel 5.1
Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektoral

(Output dan Employment Multiplier)
Berdasarkan Tabe! Input-Output Jawa Tengah 2000 klasifikasi 25 sektor

MULTIPLIER
SEKTOR,
1 Tanaman Bahan Makanan 1,068 0,00316
2 { Tanaman Perkebunan 1,16 0,00132
3 | Peternakan dan Hasilnya 1,49 0,00038
4 | Kehutanan 1,15 0,00145
5 | Perikanan 1,20 0,00075
6 | Pertambangan dan Penggalian 1,16 0,00069
7 | Indusiri Migas 1,09 0,00035
8 | Makanan, Minuman dan Tembakau 1,73 0,00051
9 | Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki 1,84 0,00032
10 | Barang Kayu dan Hasil Hutan 1,62 0,00065
11 | Kertas dan barang cetakan 1,32 0,00027
12 | Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 1,52 0,00047
13 | Semen dan Barang Lain bukan logam 1,46 0,00035
14 | Logam dasar, besi dan baja 1,67 0,00037
15 | Alat angk. Mesin dan Peralatan 1,34 0,00039
16 | Barang Lainnya 1,71 0,00040
17 | Listrik, Gas dan Air Bersih 1,47 0,00050
18 | Bangunan 1,54 0,00119
19 | Perdagangan Besar dan Eceran 1,26 0,00160
20 | Hotel 1,75 0,00054
21 | Pengangkutan 1,42 0,00080
22 | Komunikasi 1,32 0,00050
23 | Keu., Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,16 0,00089
24 | Pemerintahan Umum ' 1,34 0,00152
25| Jasa Umum 1,31 0,00098

Sumber : Lampiran Tabel 21.




72

Gambar 5.1

Matrik Sektor Perekonomian Jawa Tengah berdasarkan Indeks Angka
Pengganda Keluaran dan Indeks Angka Pengganda Kesempatan Kerja

ANGKA PENGGANDA KELUARAN
RENDAH TINGGI
Tanaman Bahan Makanan (sektor 1) | Bangunan (sektor 18)
Tanaman Perkebunan (sektor 2)
© | Kehutanan (sektor 4)
© | Perdagangan Besar dan Eceran
5 E {sektor 19)
Keuangan, persewaan dan jasa
E perusahaan (sektor 23}
E Pemerintahan Unmum {sektor 24)
i Jasa Umum (sektor 25)
-
= )
E Perikanan (sektor 5) Peternakan dan Hasilnya (sektor 3)
iz Pertambangan dan Penggalian Makanan, minaman dJan tembakau
-« (sektor 6) (sektor 8)
= Industri migas (sektor 7) Tekstil, barang kulit dan alas kaki
E Kertas dan barang cetakan (sektor | (sektor 9)
4 13)) Barang kayu dan hasil hutan (sektor
E o | Alat angkutan, mesin dan peralatan | 10) '
& | < | (sektor 15) Pupuk, kimia dan barang dari karet
_ § % Komunikasi (sektor 22) (sektor 12)
) a Semen dan barang lain bukan logam-
E {(sektor 13)
Logam dasar, besi dan baja (sektor
14)
Barang lainnya (sektor 16)
Listrik, gas dan air bersih (sektor 17)
Hotel (sektor 20)
Pengangkutan (sektor 21)

Sumber Data : Tabel 5.1.dan 5.2, diolah

Guna mempermudab dalam melihat posisi koordinat anka pengganda
keluaran dan angka pengganda kesempatan kerja masing-masing sektor, maka

perlu dibuat mapping koordinat yang dapat dilihat pada Gambar 5.2.
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Indeks Angka Pengganda Keluaran dan Kesempatan Kerja Sektoral

(Output dan Employment Multiplier)

Berdasarkan Tabel /rnput-Output Jawa Tengah 2000 klasifikasi 25 sektor

SEKTOR

INDEKS MULTIPLIER

EMPLOY

Tanaman Bahan Makanan

3,89

1
2  [Tanaman Perkebunan 0,83 1,62
3 Petemakan dan Hasilnya 1,06 0,47
4 Kehutanan 0,82 1,77
5 |Perikanan 0,85 - 091
& |Pertambangan dan Penggalian 0,33 0,85
7  Indusiri Migas 077 0.44
8 Makanan, Minuman dan Tembakau 1,23 0,63
9 |Tekstil, Barang Kuli{ dan Alas Kaki 1,31 0.39
10 |Barang Kayu dan Hasil Hutan 1,15 0.80
11 [Kertas dan barang cetakan 0,93 0,33
12 {Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 1,08 0,58
13 {Scmen dan Barang Lain bukan logam 1,04 0,43
14 |Logam dasar, besi dan baja 1,19 0.46
15 {Alat angk. Mesin dan Peralatan 0,96 .48
16 |Barang Lainnya 1,22 0,19
17 |Listrik, Gas dan Air Bersih 1,05 0,61
18 [Bangunan 1,09 1.46
19 Perdagangan Besar dan Eceran 0,90 1.97
20 {Hotel 1,25 0,67
21 {Pengangkutan 1,01 0,97
22 |Komunikasi 0,94 0,61
23 |Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0,33 - 1,10
24 |Pemerintahan Umuin 0,95 1,87
25 |Jasa Umum 0,93 1,21

Rat'r

Sumber : Lampiran Tabel 23 |




Dari Tabel 5.1, Tabel 5.2, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2, dapat ditarik suatu

pola keterkaitan sebagai berikut

1.

Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran dan kesempatan
kerja tinggi ternyata hanya pa_da sektor bangunan (sektor 18). Dengan
demikian tambahan pengeluaran pemerintah berupa tambahan investas
baik secara langsung {melalui alokasi anggaran pembangunan sektoral
APBD) maupun investasi secara tidak langsung (melalui fungsi dan
peran pemerintah) pada sektor bangunan ini akan memberikan tambahan
keluaran/output sektoral dan tambahan kesémpatan kerja yang optimal.

Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran rendah dan angka
pengganda kesempatan kerja tinggi adalah : Sektor Tanaman Bahan
Makanan (sekior 1); Sektor Pemerintahan Umum (sektor 24); Sektor
Jasa Umum (sektor 25); Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor
19), Sektor Tanaman Perkebunan (sektor 2); Sektor Keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23); dan Sektor Kehutanan
(sektor 4). Angka pengganda kesempatan kerja yang tinggi pada sektor-
sektor ini menginterpretasikan bahwa bila prioritas kebijakan pemerintah
dalam rangka penyerapan tenaga kerja maka hendaknya pengeluaran
pemerintah dapat dialokasikan pada sektor-sektor tersebut. Sedang angka
pengganda keluaran rendah mengindikasikan bahwa sektor-sektor
tersebut sebagian besar rherupakan sektor primer dan sektor padat karya,
Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran tinggi namun angka

pengganda kesempatan kerja rendah adalah - Sektor Tekstil, barang kulit

XU
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dan alas kaki (sektor 9);, Sektor Hotel (sektor 20); Sektor Makanan,
minuman dan tembakau (sektor 8); Sektor Listrik, gas dan air bersih
(sektor 17); Sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor 12);
Sektor Barang lainnya (sektor 16); Sektor Peternakan dan Hasilnya
(sektor 3); Sektor Logam dasar, besi dan baja (sektor 14); Sektor Semen
dan barang lain bukan logam (sektor 13), Sektor Pengangkutan (sektor
21); Sektor Barang kayu dan hasil hutan (sektor 10). Bila kita cermati
ternyata bahwa, sebagian besar sektor-sektor imi merupakan sektor
sekunder, sehingga peran pemerintahan dalam mengalokasi-
kan/menginvestasikan anggaran untuk sektor-sektor ini hendaknya lebih
berhati-hati, atau diserabkan saja kepada mekanisme pasar/swasta.
Rendahnya angka pengganda kesempatan kerja pada mengindikasikan
bahwa sektor-sektor tersebut adalah sekior yang padat modal, periu
investasi yang cukup besar, sehingga peran pemerintah sedapat mungkin
dibatasi hanya sebagai fungsi fasilitator, dinamisator, regulator dan/ atau
stabilitator.

Sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran dan angka
pengganda kesempatan kerja rendah adalah : Sektor Alat angkutan,
mesin dan peralatan (sektor 15); Sektor Komunikasi {sektor 22); Sektor
Kertas dan barang cetakan (sektor 11); Sektor Perikanan (sektor 5);
Sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 6), dan Sektor Industri
migas (selktor 7). Sektor-sektor ini tidak hanya peka terhadap kenaikan

permintaan namun juga tidak dapat diandalkan untuk peningkatan output
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dan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengeluaran
anggaran pemerintah hendaknya dibatasi secukupnya saja dalam rangka
menunjang fungsi/peran pemerintah yaitu berfungsi sebagai fasilitator,
dinamisatér, regulator dan/atau stabilitator. Rendahnya nilai angka
pengganda keluaran dan angka pengganda keserapatan kerja sektor-
sektor di atas mengindikasikan bahwa sektor tersebut masih berupa padat
karya, berskala kecil dan dengan teknologi yang belum begitu maju.
Atau dapat pula mengindikasikan bahwa keberadaan pusat industri
(holding company) sektor-sektor tersebut bukan berlokasi di Jawa
Tengah, Jawa Tengah hanya sebagai limpahan pemasaran atau hanya

sebagai kantor cabahg industri sektor—sektor tersebut.

Hasil analisis perhitungan angka pengganda keluaran dan angka
pengganda kesempatan kerja pada analisis penelitian ini dibandingkan dengan
hasil analisis penelitian Agus Hasto Y (2001), ternyata membérikan hasil yang
sedikit berbeda. Perbedaan ini disebabkan pada penelitian Agus Hasto Y (2001)
masih mengguniakan Tabel Imput — Output Jawa Tengah Tahun .1993
dibandingkan deﬁgan hasil penelitian yang sudah menggunakan Tabel Input —
Output Jawa Tengah Tahun 2000, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan
koefisien teknologi pada masing-masing sektor.

Sektor-sekt_or ya_ng memberikan angka pengganda keluaran di atas rata-
rata keseluruhani sektor (di atas 1) dan sektor-sektor yang memberikan angka

pengganda keset%}patan kerja di bawah rata-rata keseluruhan sektor (kurang dari
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1) pada hasil analisis penelitian ini ternyata lebih banyak dibanding hasil analisis

. penelitian dari Agus Hasto Y (2001) tersebut.

Sektor Peternakan dan Hasilnya; sektor Makanan, minuman dan tembakau,
sektor Tekstil, barang kulit dan alas kaki; sektor Barang kayu dan hasil hutan;
sektor Sémen dan barang lain bukan logam; sektor Logam dasar, besi dan baja,;
sektor Listrik, gas dan air bersih; sektor Hotel; dan sektor Pengangkutan adalah
sejumiah sektor vang semula pada penelitian Agus Hasto Y (2001) masih
mempunyai angka pengganda keluaran rendah, namun pada hasil analisis
penelitian ternyata sektor-sektor tersebut telah bergeser menjadi sektor-sektor
yang mempunyai angka pengganda keluaran tinggi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan Hasil Sensus Penduduk Jawa
Tengah Tahun 2000 (BPS, 2001) yang menyatakan bahwa telah terjadi
pergeseran struktur perekonomian di Jawa Tengah dari semula sektor pertanian
(sektor primer) ke sektor industri (sektor sekunder), dimana kontribusi sektor
pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun semakin
menurun, sedang kontribusi sektor industi dan jasa menunjukkan
kecenderungan meningkat, yaitu kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan

tenaga kerja pada tahun 1999 masih sekitar 43,37%, menjadi 42,34% pada tahun

2000.

5.1.1. Angka Pengga[;da Keluaran
Pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang
mampu sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah adalah sektor-

sektor yang mempunyai angka pengganda keluaran (output multiplier) lebih dari
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1 (satu) dari rata-rata keseluruhan sektor dalam perekonomian (klasifikasi 25
sektor), yaitu sektor peternakan dan hasilnya (sektor 3); sektor makanan,
minuman dan tembakau (sektor 8); sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (
sektor 9); sektor barang kayu dan hasil hutan (sektor 10); sektor pupuk, kimia
dan barang dari karet (sektor 12); sektor semen dan barang lain bukan légam
(sektor 13); sektor logam dasar, besi dan baja (sektor 14); sektor barang lainnya
(sektor 16); sektor listrik, gas dan air bersih (sektor 17); sektor bangunan (sektor
18); sektor hotel (sektor 20); dan sektor pengangkutan (sektor 21).

Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa, sektor yang mempunyai angka
pengganda keluaran terbesar dicapai oleh sektor tekstil, barang kulit dan alas
kaki (sektor 9), dengan nilai pengganda keluaran sebesar 1,843285; artinya
bahwa jika terdapat tembahan permintaan akhir atas sektor ini sebesar Rp.
1.000.000,-, maka tambahan total owiput yang tercipta dalam perekonomian
dibarapkan dapat bertambah sebesar Rp. 1.843.285,-. Besarnya nilai pengganda
keluaran pada sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki ini mengindikasikan
bahwa  kebijakan investasi pada sektor ini akan memberikan
sumbangan/tambahan keluaran/oufput yang cukup besar bagi perekonomian
daerah. Namun dikarenakan sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki
membutuhkan investasi yang cukup besar (padat modal/capital intensive), maka
peran swasta sangatlah diperlukan dalam bentuk investasi langsung. Sedangkan
pemerintah dapat berperan dalam investasi tidak langsung melalui fungst
fasilitator, dinamisator, regulator dan atau stabilitator, seperti misalnya adanya

kemudahan dan konsistensi perijinan, tata ruang yang jelas, pengenaan pajak
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yang kompetitif, sarana prasarana penunjang yang memadai, kondisi keamanan
yang kondusif dan undang-undang perburuhan yang konsisten mendukung dunia

usaha..
5.1.2. Angka Pengganda Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.1 terlihat ada 8 sektor yang mampu menjadi pendorong
dalam menciptakan kesempatan kerja vyaitu sektor tanaman bahan makanan
(sektor 1); sektor tanaman perkebunan (sektor 2), sektor kehutanan (sekior 4),
sektor bangunan (sektor 18), sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 19),
sektor keuangan persewaan dan jasa (sektor 23), sektor pemerintahan umum
(sektor 24), dan sektor jasa umum (sekfor 25). Sektor-sektor ini mempunyai
angka indeks pengganda kesempatan kerja lebih besar daripada rata-rata nilai
angka indeks pengganda kesempatan kerja seluruh sektor perekonomian
(klasifikasi 25 sektor).

Bila dilihat dari nilai pengganda kesempatan kerja pada Tabel 5.1, maka
sektor yang mempunyai nilai angka pengganda kesempatan kerja terbesar adalah
pada sektor tanaman bahan makanan (kode sektor 1) dengan nilai 0,003162;
dimana nilai ini memberikan arti bahwa dengan adanya kenaikan permintaan
akhir sebesar satu milyard rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan
kesempatan kerja dalam perekonomian sebesar 3.162 unit kesempatan kerja.
Sumbangan Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap penyerapan tenaga kerja
sektoral di Jawa Tengah memang masih térbesar disebabkan struktur tenaga

kerja di Jawa Tengah memang masih bertumpu pada Sektor Tanaman Bahan
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Makanan, walaupun berkecenderungan mulai menuruni, yaitu sekitar 42,34%

pada tahun 2000 dari sekitar 43,37% pada tabun 1999 (BPS, 2001).

5.2. Analisis Keterkaitan Intersektoral

Keterkaitan ke belakang (backward linkages) dan keterkaitan ke depan
{forward linkages) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat
keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam suatu perekonomian.
Keterkaitan ke belakang merupakan alat analisis untuk mengetahui derajat
keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain yang menyumbang input
kepadanya, sedangkan keterkaitan ke depan merupakan alat analisis untuk
mengetahui derajat keterkaitan antara suatu sektor yang menghasilkan ourput
untuk digunakan sebagai inpuf bagi sektor-sektor yang lain.

Nilat keterkaitan antar sektor di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
pengolahan data Tabel Jnput-Output kiasifikasi 25 sektor dengan menggunakan
persamaan (9) untuk menghitung keterkaitan ke belakang (Backward Linkages)
dan persamaan (11) untuk menghitung keterkaitan depan (Forward Lingkages)
disajikan pada Tabel 5.2.

Untuk keperluan perbandingan antar sektor dikarenakan sifat permintaan
dari masing-masing sektor tersebut saling berbeda, maka persamaan (9) dan
persamaan (11) perlu di normalkan dengan menggunakan persamaan (10) untuk
mendapatkan Indeks keterkaitan Ke Belakang (Indeks Daya Penyebaran/DP)
dan persamaan (12) untuk mendapatkan Indeks Keterkaitan Ke Depan (Indeks
Derajat Kepekaan/DK). Berdasarkan Tabel 5.2 tersebut dapat disusun suatu

matrik 4 dimensi dengan klasifikasi pengelompokkan sebagai berikut : (1)
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Kelompok 1 : sektor-sektor yang indeks keterkaitan ke Depan (Derajat
Kepekaan/DK) dan indeks keterkaitan ke Belakang (Daya Penyebaran/DP)
relatif tinggi (di atas rata-rata); (2} Kelompok I : sektor-sektor yang mempunyat
indeks DK tinggi ( di atas rata-rata), tetapi indeks DP-nya rendah (di bawah
rata-rata), (3) Kelompok III : sektor-sektor yangv mempunyai indeks DP dan
indeks DK rendah (di bawah rata-rata) dan (4) Kelompok IV : sektor-sektor
yang mempunyai indeks DP tinggt (di atas rata-rata), tetapi indeks DK-nya
rendah (di bawah rata-rata). Penentuan klasifikasi berdasarkan kepada indeks
keterkaitan antarsektor, yaitu apabila angka keterkaitan sektoralnya melebihi 1
(satu) maka di klasifikasikan tinggi dalam arti sektor tersebut mempunyai angka
keterkaitan sektoral melebihi laju perekonomian secara keseluruhan. Apabila
angka keterkaitan sektoralnya kurang dari 1 (satu) maka di klasifikasikan rendah
dalam arti sektor tersebut mempunyai keterkaitan sektoral lebih rendah

dibandingkan dengan laju perekonomian secara keseluruhan. Matrik 4 dimensi

tersebut disajikan pada Gambar 5.3.




83

(Gambar 5.3

Matrik Indeks Keterkaitan Ke Depan dan Ke Belakang Atas Dasar
Klasifikasi 25 Sektor Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah

KETERKAITAN KE DEPAN
RENDAH TINGGI
Peternakan dan Hasilnya (sektor 3) Makanan, minuman dan tembakau
. | Barang kayu dan hasil hutan (sektor | (sektor 8)
o | 10) Tekstil, barang kulit dan alas kaki
o (‘ZD Semen dan barang lain bukan logam | (sektor 9)
5 | & | (sektor 13) Pupuk, kimia dan barang dari karet
e Barang lainnya {(sektor 16) (sektor 12)
:5 Listrik, gas dan air bersih (sekior 17) | Logam dasar, besi dan baja (sektor
g Bangunan (sektor 18) 14)
g Hotel (sektor 20) Penganglutan (sektor 21)
2
= Tanaman Perkebunan (sektor 2) Tanaman Bahan Makanan (sektor 1)
' Kehutanan (sektor 4) Industri migas (sektor 7)
g Perikanan (sektor 5) Perdagangan Besar dan Eceran
[_*'-T_-] | Pertambangan dan Penggalian (sektor | (sektor 19)
B | < ]6) Keuangan, persewaan dan jasa
4 % { Kertas dan barang cetakan (sektor 11) | perusahaan (sektor 23)
§ Alat angkutan, mesin dan peralatan
(sektor 15)
Komunikasi (sektor 22)
Pernerintahan Umum (sekdor 24)
Jasa Umum (sektor 25)

Sumber : Lampiran Tabel 9, diolah

Guna mempermudah dalam melihat posisi keterkaitan ke depan dan ke
belakang masing-masing sektor, maka perlu dibuat mapping posisi koordinat

vang dapat dilihat pada Gambar 5.4,
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Dari Gambar 5.3 dan Gambar 5.4, dapat ditarik suatu pola keterkaitan

sebagai berikut :

Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) dan indeks
keterkaitan ke belakang (DP) yang tinggi (Kelompok I), adalah sektor
Makanan, minuman dan tembakau (sektor 8); sektor Tekstil, barang kulit
dan alas kaki (sektor 9); sektor Pupuk, kimia dan barang dari karet (sektor
12); sektor Logam dasar, besi dan baja (sektor 14); sektor Pengangkutan
(sektor 21). Peningkatan investasi di sektor-sektor ini akan memberikan
dampak yang luas, tidak hanya terhadap input namun juga terhadap sektor
oulput-nya. Tingginya nilai keterkaitan ke belakang menunjukkan
tingginya penyebaran dampak dari perubaban sektor tersebut terhadap
sektor lainnya, yang berada dalam industri hulu (sektor inpuf). Sedangkan
output dari sektor-sektor ini akan menjadi input bagi sektor di industri
hilir. Sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang

tinggi sering disebut juga dengan sektor kunci/sektor unggulan (key

_sector). Bila dicermati, ternyata semua sektor kunci/sektor unggulan

tersebut adalah sektor sekunder dan sektor tersier/jasa yang secara relatif
membutuhkan investasi cukup besar, sechingga akan lebih efisien bila
dilakukan investasi oleh pihak swasta. Sedangkan peran atau fungsi

pemerintah adalah berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator, regulator

dan/atau stabilitator.

™




!\)

86

Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) tinggi namun
indeks keterkaitan ke belakang (DP) rendah (Kelompok‘ IT} adalah sektor
Tanaman Bahan Makanan (sektor 1); sektor Industri migas (sektor 7);
sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 19); sektor Keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (sektor 23). Keterkaitan ke belakang
rendah menyebabkan sektor-sektor ini peka terhadap perubahan sektor
lainnya sebagai akibat perubahan permintaan akhir terhadap masing-
masing sektor lainnya tersebut. Sementara itu perubahan permintaan akhir
terhadap sektor ini tidak banyak dampaknya terhadap sektor lainnya
karena keterkaitan ke belakangnya rendah.

Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) dan indeks

keterkaitan ke belakang (DP) rendah (Kelompok II) adalah sektor

Tanaman Perkebunan (sektor 2); sektor Kehutanan (sektor 4); sektor
Perikanan (sektor 5); sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 6);
sektor Kertas dan barang cetakan (sektor 11); sektor Alat angkutan, mesin
dan peralatan (sektor 15); sektor Komunikasi (sektor 22); sektor
Pemerintahan Umum (sektor 24); sektor Jasa Umum (sektor 25). Sektor-
sektor ini tidak dapat diandalkan untuk menumbuhkan sektor-sektor
lainnya bila dilakukan penambahan investasi di sektor ini, dikarenakan
keterkaitan sektoralnya lebih rendah dari angka rata-rata keseluruhan
sektor dalam perekonorrﬁén (klasifikasi 25 scktor), yang artinya sektor ini

tidak banyak terkait dengan sektor hulu maupun hilirnya.
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4. Sektor yang mempunyai indeks keterkaitan ke belakang tinggi (DP)
namun mempunyai indeks keterkaitan ke depan (DK) rendah (Kelompok
V) adalah sektor Peternakan dan Hasilnya (sektor 3); sektor Barang kayu
dan hasil hutan (sektor 10); sektor Semen dan barang lain bukan logam
(sektor 13); sektor Barang lainnya (sektor 16); sektor Listrik, gas dan air
bersih (sektor 17); sektor Bangunan (sektor 18); sektor Hotel (sektor 20).
Rendahnya indeks keterkaitan ke depan dikarenakan sektor ini merupakan
sektor hilir dalam proses input-output, atau output sektor ini merupakan
konsumsi akhir bagi sektor lainnya. Sedangkan tingginya angka
keterkaitan ke belakang merupakan alasan mengapa industri pengolahan
perlu dijadikan prioritas dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
dikarenakan dengan tingginya keterkaitan ke belakang adalah juga
mengindikasikan tingginya multiplier output bagi perekonomian. Investasi

di sektor ini akan menumbuhkan sektor hulu, khususnya sektor pertanian.

Sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke
belakang tinggi (dinamakan juga sektor unggulan/sektor kunci/key sector) dari
hasil analisis penelitian ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian Agus
Hasto Y (2001) ternyata memberikan hasil sedikit berbeda. Hasil analisis
penelitian Agus Hasto Y (2001) berdasarkan pada Tabel Input — Output Jawa
Tengah 1993, didapatkan bahwa sektor kunci di Jawa Tengah pada waktu itu
hanya pada sektor sekunder. Namun dari hasil analisis penelitian berdasarkan
Tabel Input — Output Jawa Tengah 2000 ini sudah mulai tampak adanya sektor

tersier (jasa), yaitu pada sektor Pengangkutan (Lampiran Tabel 16).
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5.3. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi

Jawa Tengah terhadap Ouiput dan Kesempatan Kerja Sektoral

5.3.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi

Jawa Tengah terhadap Qufput Sektoral

Pengeluaran pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dalam
bentuk anggaran pembangunan sektoral adalah bagian dari permintaan, sehingga
timbulnya tambahan permintaan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD
Kab/Kota akan berdampak positif terhadap tambahan outpuf terlepas dari nilai
besaran riilnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Arief Hadiono
(Zﬁdl), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah ternyata berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Dampak realisasi pengeluaran anggaran pembangunan sektoral pada
APBD Provinsi- Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terbadap output sektoral
disajikan pada Lampiran Tabel 35. Pada Lampiran Tabel 35 tersebut tampak
bahwa total oufput yang berasal dari realisasi pengeluaran pembangunan
sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 diharapkan dapat bertambah
sebesar Rp. 389.098.738.000,-, dan menghasilkan koefisien pengganda output
total sebesar 1,28 karena total realisasi pengeluaran pembangunan sektoral
APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 adalah sebesar Rp. 303.276.242.000,-,
Nilai koefisien pengganda oufpuf total sebesar 1,28 mengandung arti bahwa bila
terjadi adanya penambahan investasi | unit satuan uang, maka diharapkan akan

tercipta tambahan output sebesar 1,28 kali unit satuan uang pada perekonomian

tersebut.
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Efisiensi Kinerja. Efisiensi kinerja alokasi anggaran sektoral mengandung
pengertian perbandingan atas alokasi anggaran sebesar 1 unit satuan terhadap
satuan oufput dari masing-masing sektor tersebut yang dinyatakan dalam prosen.
Nilai efisiensi kinerja dikatakan memuaskan apabila memberikan nilai di atas
100%, dan sebaliknya efisiensi kinerja dikatakan tidak memuaskah apabila
memberikan nilai di bawah 100%.

Pada Lampiran Tabel 40 terlihat bahwa sektor yang dominan dalam
memberikan kontribusi tambahan cutput di atas 10% berturut-turut adalah sektor
tanaman bahan makanan (14,50%); sektor pengangkutan (13,24%); dan sektor
jasa umum (32,21%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya ternyata ke
tiga sektor tersebut memberikan hanya kontribusi yang rendah atau mempunyai
efisiensi kinerja alokasi anggaran dibawah 100%. Hal ini dapat dilihat pada
sektor tanaman bahan makanan mendapat alokasi anggaran 16,54%,
mémberikan kontribusi tambahan ouiput sebésar 14,50%, sehingga efisiensi
kinerjanya hanya mencapai 87,64%; scktor pengangkutan yang mendapat
alokasi anggaran sebesar 14,49%, memberikan kontribusi tambahan output
sebesar 13,24%, schingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 91,35%;
demikian juga untuk sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 39,03%,
memberikan kontribusi tambahan oufput sebesar 32,21% sehingga efisiensi
kinerjanya hanya mencapai 82,53%. Hasil efisiensi kinerja dibawah 100%,
mengindikasikan telah terjadi pémborosan (over budgeting) pada sektor-sektor

tersebut.
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Sedang di sektor-sektor lainnya masih ada yang dapat memberikan
efisiensi kinerja di atas 100%, namun alokasi anggarannya relatif masih sedikit,
yaitu sektor kehutanan (266,64%); sektor pertambangan dan penggalian
(131,05%); sektor makanan, minuman dan tembakau {250,20%); sektor listrik,
gas dan air bersih (5.855,34%); sektor bangunan (141,40%); sektor perdagangan
besar dan eceran (1.741,20%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
(103,41%), schingga masih dimungkinkan adanya penambahan alokasi anggaran

pada sektor-sektor tersebut.

5.3.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral APBD Provinsi

terhadap Kesempatan Kerja Sektoral

Jumlah tenaga kerja sektéral hasil Sensus Penduduk tahun 2000 di
Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 15.748.351 orang dengan tenaga kerja
terbesar berada pada sektor pertanian yaitu sebesar 7.574.087 orang (48,09%),
dan apabila diperinci berdasarkan sub sektor maka yang terbesar adalah sub
sektor tanaman bahan makanan dengan jumlah tenaga kerja 6.738.270 orang
(42,48%).

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa
Tengah TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 36. Pada Lampiran Tabel 36 tersebut ditunjukkan bahwa
bila dilihat secara ébsolut]riil, ada beberapa scktor memberikan dampak
kontribusi cukup besar didalam penciptaan kesempatan kerja (melebihi 10.000
TK), yaitu pada sektor tanaman bahan makanan (163.218 TK/42,01%); sektor

pengangkutan (21.189 TK/5,45%); sektor keuangan, persewaan dan jasa
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perusahaan (14.768 TK/3,80%); scktor pemerintahan umum (46.518

TK/11.97%) dan sektor jasa umum (97.978 TK/25.22%).

Efisiensi Kinerja. Pada Lampiran Tabel 40 dapat dilihat bahwa efisiensi
kinerja sektor-sektor tersebut, ternyata hanya ada 2 sektor yang memberikan
efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman bahan makanan sebesar
254,01%; dan sektor pemerintahan umum sebesar 118,90%. Sedangkan tiga
sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, yaitu sektor
pengangkutan sebesar 37,65%; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
sebesar 248,20%; dan sektor jasa umum sebesar 64,62%. Hasil pencapaian
efisiensi kinerja sektor dibawah 100% mengindikasikan telah terjadi
pemborosan dana (over budgeting), sehingga perlu adanya peninjauan terhadap
kebijakan pengalokasian anggaran terhadap sektor tersebut.

Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD

Provinsi, pada Lampiran Tabel 40, terlihat bahwa sektor-sektor yang

mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan -

makanan (254,01%); sektor tanaman perkebunan (120,52%); sektor kehutanan
(341,39%); dan sektor pemerintahan umum (118,90%), schingga masih
dimungkinkan adanya kebijakan penambahan pengalokasian anggaran pada
sektor-sektor tersebut.

Pada Lampiran Tabel 36 juga telihat bahwa sektor-sektor yang
memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan output dan kesempatan kerja di
atas 100% adalah sektor kehutanan (266,64% dan 341,34%); sektor listrik, gas

dan air bersih (5.855,34% dan 2.218,38%); sektor bangunan (141,40% dan




92

141,02%); dan sektor perdagangan besar dan eceran (1.741,20% dan
1.620,38%). Kebijakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah (provinsi)
terhadap sektor-sektor ini secara proporsional dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan output sektoral (terbadap sektor
listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan) maupun penyerapan tenaga
kerja (terhadap sektor kehutanan; dan sektor bangunan), berdasarkan hasil

perhitungan output multiplier dan employment muitiplier dari penelitian ini.

54. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi
Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap

Quiput dan Kesempatan Kerja Sekioral

5.4.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi
Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap
Output Sektoral

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Provinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan oufput sektoral

disajikan pada Lampiran Tabel 37. Sedangkan pada Lampiran Tabel 41 terlihat

bahwa tambahan total output yang berasal dari pengeluaran pembangunan
sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 dibarapkan dapat bertambah
sebesar Rp. 1.401.837.093.000,-, dan menghasilkan koefisien pengganda output

total sebesar 1,35 karena total pengeluaran pembangunan sektoral APBD di

Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 adalah sebesar Rp. 1.038.121.033.000,-. Nilai

koefisien pengganda owtput total sebesar 1,35 mengandung arti bahwa bila
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terjadi adanya penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan
tercipta penambahan owfput sebesar 1,35 kali unit satuan uang pada

perekonomian tersebut.

Efisiensi Kinerja. Pada Lampiran Tabel 37 terlihat bahwa sektor-sektor
yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan owufpuf di atas 10%
berturut-turut adalah sektor bangunan (11,21%); sektor pengangkutan (19,93%);
sektor pemerintahan umum (13,77%); dan sektor jasa umum (20,84%). Namun
bila dilihat dari alokasi anggarannya seperti dapat dilihat pada Lampiran Tabel
42, ternyata ke empat sektor tersebut memberikan kontribusi yang rendah atau
mempunyai efisiensi kinerja alokasi anggaran dibawah 100%. Hal ini dapat
dilihat pada sektor bangunan mendapat alokasi anggaran 13,62%, memberikan
kontribusi tambahan oufput sebesar 11,21%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya
mencapai 82,31%; sektor pengangkutan yang mendapat alokasi anggaran
sebesar 23,52%, memberikan kontribusi tambahan output sebesar 19,93%,
sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 84,77%; sektor pemerintahan
umum mendapat alokasi anggaran 18,46%, memberikan kontribusi owtput
sebesar 13,77%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 74,58%;
demikian juga untuk sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 25,18%,
memberikan kontribusi tambahan oufput sebesar 20,84%, sehingga efisiensi
kinerjanya hanya mencapai 82,77%. Hasil pencapaian efisiensi kinerja sektoral

di bawah 100% menunjukkan adanya pemborosan alokasi anggaran atau terjadi

overbudgeting.
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Sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja diatas 100% adalah
sektor tanaman perkebunan (100,83%); sektor peternakan dan hasilnya
(100,27%); sektor kehutanan (171,34%); sektor pertambangan dan penggalian
(260,60%); sektor makanan, minuman dan ternbakau (295,77%); sektor listrik,
gas dan air bersih (177,10%); sektor perdagangan besar dan eceran (273,20%);
dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusabaan (132,33%). Tingginya
pencapaian efisiensi kinerja mengindikasikan bahwa sébenarnya masih perlu

adanya kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut.

5.4.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral di Provinsi
Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota) terhadap

Kesempatan Kerja Sektoral

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa
Tengah TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat
pada Lampiran Tabel 37. Pada Lampiran Tabel 37 tersebut menunjukkan bahwa
beberapa sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam
penciptaan kesempatan kerja (melebihi 10.000 TK), yaitu pada sektor tanaman
bahan makanan (253.850 KK/20,76%); sektor tanaman perkebunan (11.626
KK/0,95%); sektor perikanan (12.651 KK/1,03%); sektor bangunan (156.448
KK/12,79%); sektor perdagangan besar dan eceran (53.625 KK/5,07%); sektor
pengangkutan (114.974 KX/9,40%); sektor keuang',an,. persewaan dan jasa
perusahaan (37.346 KK/3,05%); sektor pemerintahan umum (290.988

KK/23,80%); dan sektor jasa umum (228.405 KK/18,68%).




Efisiensi Kinerja. Pada Lampiran Tabel 41 dapat dilihat bahwa bila
dilihat dari efisiensi kinerja ke sembilan sektor-sektor tersebut hanya 5 sektor
yang memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman bahan
makanan (295,27%); sektor tanaman perkebunan (145,68%); sektor
pertambangan dan penggalian (163,98%}; sektor perdagangan besar dan eceran
(290,98%); dan sektor pemerintahan umum (128,89%). Sedangkan lima sektor
lainnya memberikan efisiensi kinerja di bawah 100%, yaitu sektor perikanan
(64,565%); sektor bangunan (93,95%); sektor pengangkutan (39,98%); sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (61,02%); dan sektor jasa umum
(74,18%). Hasil pencapaian efisiensi kinerja sektor dibawah 100%
mengindikasikan telah terjadi pemborosan dana (over budgeting), schingga
perlu 'adanya peninjauan terhadap kebijakan pengalokasian anggaran terhadap
sektor tersebut.

Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD di
Provinsi, maka pada Lampiran Tabel 41 terlihat bahwa sektor-sektor yang
mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan
makanan (295,27%); sektor tanaman perkebunan (145,68%); sektor kehutanan
(251,04%); sektor pertambangan dan penggalian (163,98%); sektor perdagangan
besar dan eceran (290,98%); dan sektor pemerintahan umum (128,89%);
sehingga masih dimungkinkan adanya kebijakan penambahan alokasi anggaran
pada sektor-sektor tersebut. |

Pada Lampiran Tabel 41 juga telihat bahwa sektor-sektor yang

memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan output dan kesempatan kerja di
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atas 100% adalah sektor perkebunan (100,83% dan 145,86%); sektor kehutanan
(171,34% dan 251,04%); sektor pertambangan dan penggalian (260,60% dan
163,98%); dan sektor perdagangan besar dan eceran {273,20% dan 290,98%).
Kebijakan pengalokasian dapa dari pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) terhadap sektor-sektor secara proporsional ini dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan output
sektoral (terhadap sektor pertambangan dan penggalian), maupun penyerapan
tenaga kerja (terbadap sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor perdagangan
besar dan eceran), berdasarkan hasil perhitungan owtput multiplier dan

employment multiplier dari penelitian ini.

5.5. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten

Brebes terhadap Oufpuf dan Kesempatan Kerja Sektoral

5'5'17 Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten
Brebes terhadap Oufput Sektoral

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD Kabupaten
Brebes Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan oufput sektoral disajikan pada
Lampiran Tabel 38 dan Lampiran Tabel 42. Pada Lampiran Tabel 42 tersebut
dapat dilihat bahwa koefisien pengganda oufput total adalah sebesar 1,32, Hal
ini dikarenakan dari pengeluaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes TA.
2000 sebesar Rp. 21.979.276.000,- diharapkan dapat menghasilkan tambahan
total oufput sektoral sebesar Rp. 29.115.796.000,-. Nilai koefisien pengganda

output total sebesar 1,32 mengandung arti bahwa bila terjadi adanya
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penambahan investasi 1 unit satuan uang, maka diharapkan akan tercipta
penambahan output sebesar 1,32 kali unit satuan vang pada perekonomian

tersebut.

Efisiensi Kinerja. Pada Lampiran Tabel 42 dapat dilihat bahwa sektor
yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan ocwrput di atas 10%
berturut-turut adalah sektor pengangkutan (18,44%); sektor keuangan,
persewaan dan jasa {12,79%); sektor pemerintahan umum (23,37%); dan sektor
jasa umum (18,35%). Namun bila dilihat dari alokasi anggarannya ternyata ke
empat sektor tersebut tidak satupun yang mempunyai kontribusi tinggi. Hal ini
dapat dilihat pada sektor penganglkutan mendapat alokasi anggaran 20,86%,
memberikan kontribusi tambahan oufput sebesar 18,44%, schingga efisiensi
kinerjanya hanya mencapai 88,40%; sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan mendapat alokasi anggaran 13,03%, memberikan kontribusi
tambahan oufpuf 12,79%, sechingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai
98,12%; sektor pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran 30,78%,
memberikan kontribusi tambahan output sebesar 23,37%, sehingga efisiensi
kinerjanya hanya mencapai 86,05%; sektor jasa umum mendapat alokasi
anggaran 21,32%, memberikan kontribusi tambahan output sebesar 18,35%,
schingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 86,05%. Pencapaian hasil
efisiensi kinerja di bawah 100% ini mengindikasikan terjadinya pemborosan
anggaran (over budgeting) pada sektor-sektor tersebut

Sektor-sektor yang memberikan tambahan output di bawah 10% namun

mempunyai efisiensi kinerja diatas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan
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(118,42%); sektor peternakan dan hasilnya (132,48%); sektor makanan,
minuman dan tembakau (252,72%); sektor listrik, gas dan air bersih (103,38%);
sektor bangunan (180,10%); dan sektor perdagangan besar dan eceran
(144,41%). Kebijakan penambahan alokasi dana pada sektor-sektor terebut

masih dapat dimungkinkan, disebabkan prosentase dananya relatif kecil

(dibawah 4%).

5.5.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten

Brebes terhadap Kesempatan Kerja Sektoral -

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes TA.
2000 terhadap tambahan penciptaan kesempatan kerja dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 42, Pada Lampiran Tabel 42 tersebut ditﬁnjukkan bahwa
beberapa sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam tambahan
penciptaan kesempatan kerja (melebihi 1.000 TK), yaitu sektor tanaman bahan
makanan (2.417 KK/9,90%); sektor perdagangan besar dan eceran (1.533
KK/6,28%); sektor pengangkutan (2.210 KK/9,05%); sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan (1.499 KK/6,14%); sektor pemerintahan umum

(10.258 KK/42,03%) dan sektor jasa umum (4.176 KK/17,11%).

Efisiensi Kinerja. Bila dilihat dari efisiensi kinerja ke enam sektor-sektor
tersebut, ternyata ada tiga sektor yang memberikan efisiensi kinerja di bawah
100%; yaitu sektor pengangkutan (43,39%); sektor keuangan, persewaan dan
jasa perusahaan (47,12%); dan sektor jasa umum (80,25%). Sedangkan tiga

sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja di atas 100%, yaitu sektor tanaman
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bahan makanan (408,76%); sektor perdagangan besar dan eceran (160,04%);
dan sektor pemerintahan umum (136,53%). Pencapaian hasil efisiensi kinertja di
bawah 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan dana (over budgeting),
sedangkan pencapaian hasil efisiensi kinerja di atas 100% mengindikasikan

masih perlunya kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor tersebut.

Berdasarkan alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Brebes
TA. 2000 pada Lampiran Tabel 42 terlihat bahwa sektor-sektor yang
mempunyai efisiensi kinerja di atas 100% adalah sektor tanaman bahan
makanan (468,76%); sektor perkebunan (142,82%); sektor bangunan
(213,91%); sektor perdagangan besar dan eceran (160,04%); dan sektor
pemerintahan umum (136,53%). Untuk sektor tanaman bahan makanan, sektor
perkebunan, sektor bangunan dan sekior perdagangan besar dan eceran,
kebijakan penambahan alokasi anggaran masih dapat dipertimbangkan,
dikarenakan prosentase anggarannya masih relatif kecil (di bawah 4%).
Sedangkan sektor Pemerintahan Umum mendapatkan prosentase alokasi
anggaran. sangat besar yaitu sebesar 30,78%, sehingga walaupun efisiensi
kinerja kesempatan kerja mencapai di atas 100%, kebijakan untuk penambahan
alokasi anggaran adalah tidak perlu karena pencapaian efisiensi kinerja output
sektoralnya di bawah 100% (hanya mencapai 23,37%).

Pada Lampiran- Tabel 42 juga terlihat bahwa sektor-sektor yang
memberikan efisiensi kinerja tefhadap tambahan output dan kesempatan kerja di
atas 100% adalah sektor tanaman bahan makanan (118,42% dan 408,76%),

sektor bangunan (180,10% dan 213,91%), dan. sektor perdagangan besar dan
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eceran (144,41% dan 160,04%). Kebijakan pengalokasian anggaran dari
pemerintah daerah terhadap sektor-sektor secara proporsional ini dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah baik ditinjau dari tambahan output
sektoral (terhadap sektor bangunan) maupun penyerapan tenaga kerja (terhadap
sektor tanaman bahan makanan dan sektor perdagangan besar dan eceran),
berdasarkan hasil perhitungan output multiplier dan employment multiplier dari

penelitian ini.

5.6. Dampak Realisasi Pembangunan Sektoral Kabupaten Rembang

terhadap Oufput dan Kesempatan Kerja Sektoral

5.6.1. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten

Rembang terhadap Oufput Sektoral

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral pada APBD Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2000 terhadap tambahan oufput sektoral disajikan
pada Lampiran Tabel 39. Pada Lampiran Tabel 39 tersebut terlihat bahwa
koefisien pengganda output total adalah sebesar 1,36, Hal ini dikarenakan dari
pengeluaran perhbangunan sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 sebesar Rp.
14.922.167.000,- diharapkan dapat menghasilkan tambahan total oufput sektoral
sebesar Rp. 20.331.793.000-,. Nilai koefisien pengganda output total sebesar
1,36 mengandung arti bahwa bila terjadi adanya penambahan investasi 1 unit
satuan uang, maka dihara‘pkan'akm tercipta penambahan oufput sebesar 1,36

kali unit satuan uang pada perekonomian tersebut.
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Efisiensi Kinerja, Pada Lampiran Tabel 43 dapat dilihat bahwa sektor
yang dominan dalam memberikan kontribusi tambahan output di atas 10%,
adalah sektor bangunan (10,88%); sektor pengangkutan (13,83%); sektor
pemerintahan umum (31,81%); dan sektor jasa umum (15,04%). Namun bila
dilihat dari alokasi anggarannya ternyata ke empat sektor tersebut tidak satupun
yang mempunyai nilai efisiensi kinerja alokasi anggaran di atas 100%, atat-l
dapat dikatakan bahwa ke empat sektor tesebut mempunyai efisiensi kinerja di
bawah 100%. Hal ini dapat dilihat pada sektor bangunan yang mendapat alokasi
anggaran sebesar 12,86%, memberikan kontribusi tambahan output sebesar

10,88%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 84,58%; sektor

pengangkutan mendapat alokasi anggaran sebesar 15,16%, memberikan

kontribusi tambahan output sebesar 13,83%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya
mencapai 91,18%; sektor pemerintahan umum mendapat alokasi anggaran
sebesér 43,14%, memberikan kontribusi tambahan output sebesar 3£,81%,
sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai 73,73%; demikian juga untuk
sektor jasa umum mendapat alokasi anggaran 17,88%, memberikan kontribusi
tambahan oufput sebesar 15,04%, sehingga efisiensi kinerjanya hanya mencapai
84;16%. Pencapaian hasil efisiensi kinerja di bawah 100% mengindikasikan
térjadinya pemborosan alokasi anggaran (over budgeting) pada sektor-sektor
tersebut.

Sektor-sektor yang memberikan tambahan output di bawah 10% namun
rhempunyai efisiensi kinerja diatas 100%, adalah sektor tanaman bahan

makanan (116,74%); sektor perkebunan (139,98%); sektor peternakan dan
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hasilnya (138,38); sektor pertambangan dan penggalian (3.495,77%); sektor
makanan, minuman dan tembakau (205,72%); sektor perdagangan besar dan
eceran (224,85%); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (181,98%).
‘Kebijakan penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut masih

dapat dipertimbangkan, dikarenakan prosentase anggarannya relatif masih

rendah (di bawah 4%).

5.6.2. Dampak Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral Kabupaten

Rembang terhadap Kesempatan Kerja Sektoral

Dampak realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab. Rembang
TA. 2000 terhadap tambahan penciptaan kesempgtan kerja dapat dilihat pada
Lampiran Tabel 43. Pada Lampiran Tabel 43 tersebut terlihat bahwa ada lima
sektor memberikan dampak kontribusi cukup besar didalam tambahan
penciptaan kesempatan kerja (melebihi 1.000 TK), yaitu sektor tanaman bahan
makanan (1.858. TK/9,44%); sektor bangunan (2.202 TK/11,21%); sektor
pengangkutan (1.157 TK/5,89%); sektor pemerintahan umum (9.750
TK/49,63%); dan sektor jasa umum (2.391 TK/12,17%).

Efisiensi Kinerja. Bila dilihat dari efisiensi kinerja ke lima sektor
tersebut, hanya dua sektor yang memberikan efisiensi kinerja di atas 100%,
yaitu sektor tanaman bahan makanan (349,59%); dan sektor pemerintahan
umum (115,03%). Sedangkan tiga sektor lainnya memberikan efisiensi kinerja
di bawah 100%, yaitu sektor bangunan (87,15%); sektor pengangkutan

(38,82%); dan sektor jasa umum (68,08%).
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Berdasarkan kepada alokasi anggaran pembangunan sektoral APBD Kab.
Rembang, maka dapat dilihat pada Lampiran Tabel 43 bahwa sektor-sektor yang
mempunyai efisiensi kinerja di atas 100%, adalah sektor tanaman bahan
makanan  (349,59%), sektor tapaman perkebunan (182,58%); sektor

pertambangan dan penggalian (1.985,81%); sektor perdagangan besar dan

eceran (1216,20%); dan sektor pemerintahan umum (115,03%). Kebijakan

penambahan anggaran pada sektor-sektor tersebut masih dapat dipertimbangkan,
dikarenakan prosentase alokasi anggarannya masih relatif kecil (di bawah 4%),
kecuali untuk sektor pemerintahan umum, prosentase alokasi anggarannya sudah
di atas 4%.

Sektor-sektor yang memberikan efisiensi kinerja terhadap tambahan oufput
dan kesempatan kerja di atas 100%, adalah sektor tanaman bahan makanan
(116,74% dan 349,59%; sektor perkebunan (139,98 dan 182,58); dan sektor
perdagangan besar dan eceran (224,85% dan 216,20%). Kebijakan
pengalokasian dana dari pemerintah daerah terhadap sektor-sektor tersebut
secara proporsional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau
dari penyerapan tenaga kerja, berdasarkan hasil perhitungan output multiplier

dan employment multiplier dari penelitian ini,

5.7. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral
APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja

Output dan Kesempatan Kerja

Investasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk

pengalokasian dana pembangunan sektoral diharapkan dapat memberikan




104

dampak positif terhadap tambahan oufput dan tambahan kesempatan kerja.
Penilaian obyektif tentang dampak ini dapat dihitung mglalui efisiensi kinerja
sektoral baik untuk tambahan owfput maupun terhadap tambahan tenaga kerja
seperti telah dijelaskan pada bagian efisiensi kinerja oufput dan tenaga kerja
terdabulu. Namun penilaian ini belum dapat menjelaskan secara terperinci
mengenai implikasi kebijakan yang perlu diambil sehubungan adanya
investasi/pengalokasian anggaran pembangunan sektoral oleh pemerintah
tersebut. Efisiensi kinerja terhadap oufpus dan tenaga kerja hanya memberikan
gambaran mengenai efisiensi biaya investasi/pengalokasian anggaran sektoral
terhadap dampak tambahan oufpuf dan tambahan kesempatan kerja untuk satu
satuan uang yang telah dikeluarkan.

Agar dapat memberikan implikasi kebijakan terhadap efisiensi kinerja
sektoral tersebut maka perlu diberikan patokan besaran prosentase anggaran
sektoral minimal, yang menurut Bambang PS. Brodjonegoro (2002: 3) adalah
sebesar 4 persen dari nilai total pengeluaran pembangunan. Kriteria terhadap
implikasi kebijakan meliputi : (1) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi tambahan
output maupun tambahan kesempatan kerja; (2) Alokasi dana sudah sesuai dari
sisi tambahan oufput, namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja
kerja terlalu besar (overbudgeting); (3) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi
tambahan oufput, namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja
terlalu rendah (underbudgeting); (3) Alokasi dana sudah sesuai dari sisi
tambahan kesempatan kerja, namun alokasi dana dari sisi tambahan owutput

terlalu besar (overbudgeting); (4) Alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan




105

kerja kerja sudah sesuai, namun alokasi dana dari sisi tambahan output terlalu
rendah (underbudgeting); (5) Alokasi dana dari sisi tambahan owfput dan
tambahan kesempatan kerja terlalu tinggi (overbudgeting); (6) Alokasi dana dari
sisi tambahan owtput dan tambahan kesempatan kerja terlalu rendah
(underbudgeting); (7) Alokasi dana dari sisi tambéhan output terlalu tinggi
(overbudgeting), namun alokasi dana dari sisi tambahan kesempatan kerja
terlalu tinggi (underbudgeting); dan (8) Alokasi dana dari sisi tambahan output
terlalu rendah (underbudgeting), namun aiokasi dana dari sisi tambahan
kesempatan kerja terlalu tinggi‘ (overbudgeting). Pengertian atau definisi alokasi
dana terlalu tinggi (overbudgeting) adalah jika prosentase alokasi dana sektor
melebihi 4 persen, indeks angka pengganda cutput sektor tersebut di bawah rata-
rata perekonomian (kurang dari 1), dan efisiensi kinerjanya di bawah 100
persen. Definisi alokasi dana terlalu rendah (under budgeting) adalah jika
prosentase alokasi dana sektor kurang dari 4 persen, indeks angka pengganda
output sektor tersebut melebihi rata-rata perekonomian (lebih besar dari 1), dan
efisiensi kinerjanya di atas 100 persen. Sedangkan pengertian alokasi dana
sesuai adalah jika prosentase alokasi dana sektor dibanding angka pengganda
dan efisiensi kinerjanya propqrsional, dalam arti jika indeks angka pengganda di
bawah rata-rata perekonomian, alokasi anggaran di bé.wah 4 persen dan efisiensi
kinerja di bawah 100 persen; atau jika indeks angka pengganda di atas rata rata

perekonomian, alokasi anggaraﬁ di atas 4 persen dan efisiensi kinerja di atas 100

persen.
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Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil perhitungan dari Implikasi
Kebijakan Pengalokasian Anggaran Sektoral Tahun Anggaran 2000 Provinsi
Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes dan Kabupaten
Rembang, secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.9.1; Tabel 5.9.2; Tabel 5.9.3;

dan Tabel 5.9.4. Sedangkan rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 5.9.5

5.7.1. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan
Sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2000 terhadap Efisiensi

Kinerja Output dan Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.9.1 dapat dilihat bahwa pada sektbr—sektor yang mempunyai
angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk angka pengganda
ouiput maupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun yang sesuai
alokasi dananya, dilihat dari sisi tambahan owfput maupun dari sisi tambahan
kesempatan kerja.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka
pengganda oufput dan kesempatan kerja di atas rata-rata perekonomian
(1,094955 dan 1,459913) dan merupakan sektor kunci/sektor unggulan,
walaupun memberikan efisiensi kinerja di atas 100 persen, baik untuk efisiensi
kinerja tambahan output (141,40%) maupun efisiensi kinerja kesempatan kerja
(141,02%), namun alokasi dananya masih sangat kecil (kurang dari 4
persen/1,57%), sehingga memungkinkan adanya kebijakan penambahan
investasi/pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor ini, baik investasi

secara langsung maupun tidak langsung.
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Pengalokasian anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada sektor
kunc/sektor unggulan (key sector), yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan
Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan
yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi dana
masih perlu &ipertimbangkan untuk ditingkatkan (under budgeting) dikarenakan
walaupun dengan alokasi dana di bawah 4% (1,24%), ternyata mampu
memberikan efisiensi kinerja tambaban oufpuf sebesar 250,20%. Sedangkan
untuk sektor Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlalu besar
(over budgeting), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4%
(14,49%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja tambahan owfput sebesar
91,35% dan efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja hanya sebesar 37,65%
. Pengalokasian anggaran pemerintah terhadap sektor-sektor yang mempunyai
dampak output sektoral tinggi berdasarkan hasil analisis penelitian, ternyata juga
memberikan hasil yang bervariasi, ada yang over budgeting ada pula yang under
budgeting. Untuk itu strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah
perlu dilakukan secara integral dan hati-hati, apakah akan mengejar
pertumbuhan oufput sektoral tinggi, atau penciptaan kesempatan kerja sebanyak-
banyaknya, atau kombinasi antara keduanya; tentunya akan didasarkan kepada
permasalahan yang dihadapi oieh pemerintah daerah dan tujuan pembangunan
daerah yang hendak dicapai. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.1.
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5.7.2. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan
Sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah terhadap Efisiensi Kinerja

Output dan Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.9.2 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai
indeks angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk indeks
angka pengganda output moaupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun
yang sesuai alokasi dananya, dilibat dari sisi tambahan output maupun dari sisi
tambahan kesempatan kerja.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka
pengganda oufput dan tenaga kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan
1,459913), dengan alokasi dana di atas 4% (13,62%), namun memberikan
efisiensi kinerja di bawah 100 persen, baik untuk efisiensi kinerja tambahan
output (82,31%) maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja (93,95%),
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sektor
bangunan ini terlalu besar (overbudgeting).

Pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor kunci/sektor unggulan
(key sector) di Provinsi Jawa Tengah (anggaran Provinsi ditambah anggaran
Kabupaten dan Kota), yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, dan
sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan yang berbeda.
Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, kebijakan penambahan
alokasi dana masih perlu dipertimbangkan (under budgeting) dikarenakan
dengan alokasi dana di bawah 4% (0,74%),_ ternyata mampu memberikan

efisiensi kinerja tambahan ouwfput sebesar 295,77%. Sedangkan. untuk sektor
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Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlalu besar (over
budgeting), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4%
(23,52%), namun hanya memberikan. efisiensi kinerja sebesar 84,77% untuk
tambahan oufput dan 39,98% untuk tambahan kesempatan kerja.

Pengalokasian anggaran pemerintah terhadap sektor-sektor yang
mempunyai dampak oufput sektoral tinggi berdasarkan hasil analisis penelitian,
ternyata juga memberikan hasil yang bervariasi, ada yang over budgeting ada
pula yang under budgeting. Untuk itu strategi kebijakan yang akan ditempuh
oleh pemerintah perlu dilakukan secara integral dan hati-.hati, apakah akan
mengejar pertumbuhan oufpur tinggi, atau penciptaan kesempatan kerja
sebanyak-banyaknya, atau kombinasi antara keduanya; tentunya akan
didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan
tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai. Implikasi kebijakan untuk

sektor-sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.2.

5.7.3. lmplikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan
Sektoral APBD Kab. Brebes TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja

Output dan Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.9.3 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai
indeks angka pengganda di atas rata rata perekonomian (baik untuk indeks
angka pengganda oufput maupun tenaga kerja) ternyata tidak ada satu sektorpun

yang sesuai alokasi dananya, dilihat dari sisi tambahan ouiput maupun dari sisi

tambahan keserﬁpatan kerja.
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Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan indeks angka
pengganda outpuf dan tenaga kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan
1,459913), walaupun memberikan efisiensi kinerja di atas 100 persen, baik
untuk efisiensi kinerja tambahan output (180,10%) maupun efisiensi kinerja
tambahan kesempatan kerja (213,91%), namun alokasi dananya masih sangat
kecil/under budgeting (kurang dari 4 persen/1,49%), sehingga memungkinkan
adanya kebijakan penambahan investasi/pengalokasian dana pemerintah pada

sektor ini, baik investasi secara langsung maupun tidak langsung.

Pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD pada sektor kunci
(key sector) di Kabup#ten Brebes, yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan
Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan
yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi dana
masih perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan (under budgeting) dikarenakan
dengan alokasi dana di bawah 4% (0,96%), ternyata mampu memberikan
efisiensi kinerja tambahan outpur sebesar 257,72%. Sedangkan untuk sekior
Pengangkutan menunjukkan alokasi dana sektor yang terlala besar (over
budgeting), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian dana di atas 4%
(20,86%), namun hanya memberikan efisiensi kinerja sebesar 88,40% untuk
tambahan output dan 43,39% untuk tambahan kesempatan kerja.

Pengalokasian anggaran pembangunan terhadap sektor Pemerintahan
Umum memperlihatkan prosentase yang sangat besar dan cenderung dominan
dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu mencapai 30,78%. Tingginya

prosentase alokasi anggaran pada sektor tesebut mengindikasikan bahwa strategi
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kebijakan alokasi anggaran yang ditempuh oleh pewerintah daerah Kabupaten
Brebes adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan hasil analiéis penelitian
terutama terhadap tambahan output sektoral, hal ini dikarenakan untuk sektor
Pemerintahan Umum hanya menghasilkan indeks angka pengganda oufput
relatif rendah (di bavn.rah rata-rata perekonomian). Rendahnya angka pengganda
oulput pada sektor Pemerintahan Umum ini dapat mengindikasikan relatif masih
rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Selain itu pula sektor pemerintahan umum sudah mendapat alokasi
anggaran pada alokasi anggaran rutin, sehingga pengalokasian anggaran pada
anggaran pembangunan dapat diperkecil. Implikasi kebijakan untuk sektor-

sektor lainnya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9.3.

5.7.4. Implikasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan
Sektoral APBD Kab. Rembang TA. 2000 terhadap Efisiensi Kinerja

Output dan Kesempatan Kerja

Pada Tabel 5.9.4 dapat dilihat bahwa pada sektor-sektor yang mempunyai
indeks angka pengganda di atas rata-rata perekonomian (baik untuk indeks
angka pengganda owfput maupun kesempatan kerja) ternyata hanya ada satu
sektor yang sesuai alokasi dananya, dilihat sisi tambahan kesempatan kerja,
yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa. Kriteria sesuai pada sisi tambahan
kesernpatah kerja untuk sektor ini dikarenakan efisiensi kinerja tambahan
kesempatan kerja di bawah 100% (75,76%), alokasi anggaran di bawah 4%

(2,51%), sehingga walaupun jika ada penambahan investasi pemerintah pada
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sektor ini menjadi lebih dari 4% tetap akan memberikan efisiensi kinerja tenaga
kerja di bawah 100%, dalam arti tetap terjadi pemborosan dana (over budgeting)
bila dilakukan penambahan investasi pemerintah. Untuk itu peran swasta agar
lebih dipacu untuk lebih berperan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan.

Sektor Bangunan sebagai sektor yang memberikan angka pengganda
output dan kesempatan kerja di atas rata-rata perekonomian (1,094955 dan
1,459913), dengan alokasi dana di atas 4% (20,43%), namun memberikan
efisiensi kinerja di bawah 100 %, baik untuk efisiensi kinerja tambahan output
(84,58%) maupun efisiensi kinerja tambahan kesempatan kerja kerja (87,15%),
sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sektor
bangunan ini terlalu besar (overbudgeting).

Pengalokasian anggaran pemerintah pada sektor kunci/sektor unggulan
(key sector) di Kabupaten Rembang, yaitu pada sektor Makanan, Minuman dan
Tembakau, dan sektor Pengangkutan, ternyata memberikan implikasi kebijakan
yang berbeda. Untuk sektor Makanan, Minuman dan Tembakau, alokasi
anggaran masih perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan (under budgeting)
dikarenakan dengan aiokasi anggaran di bawah 4% (1,36%), ternyata mampu
memberikan efisiensi kinerja tambahan oufput sebesar 205,72%. Sedangkan
untuk sektor Pengangkutan menunjukkan alokasi anggaran sektor yang terlalu
tinggi (over budgeting), dengan ditunjukkan adanya pengalokasian anggaran di
atas 4% (15,16%), namun hanyé memberikan efisiensi kinerja sebesar 91,18%

untuk tambahan output dan 38,82% untuk tambahan kesempatan kerja.
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Pengalokasian anggaran terhadap sektor Pemerintahan Umum di
Kabupaten Rembang memperlihatkan prosentase yang sangat besar dan
cenderung dominan dan memperlihatkan prosentase tertinggi dibandingkan
terhadap Kabupaten Brebes, yaitu mencapai 43,14%. Tingginya prosentase
alokasi anggaran pada sektor tesebut mengindikasikan bahwa strategi kebijakan
alokasi anggaran yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Rembang
adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan hasil analisis penelitian terutama
terhadap tambahan oufput sektoral, hal ini dikarenakan untuk sektor
Pemerintahan Umum hanya menghasilkan indeks angka pengganda ouwfput
relatif rendah {di bawah rata-rata perekonomian). Rendahnya angka pengganda
output pada sektor Pemerintahan Umum ini dapat mengindikasikan relatif masih
rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan.

Selain itu pula sektor pemerintahan umum sudah mendapat alokasi
anggaran pada alokasi anggaran rutin, schingga pengalokasian anggaran pada
anggaran pembangunan dapat diperkecil dan dapat dialihkan kepada sektor
lainnya. Implikasi kebijakan untuk sektor-sektor lainnya secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 5.9.4.
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BAB V1

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil perhitungan analisis keterkaitan sektoral, angka pengganda, dampak
permintaan akhir dan dampak implikasi kebijakan terhadap penganggaran
sektoral pada Provinsi (APBD Provinsi) dan di Provinsi Jawa Tengah (APBD

Kab/kota TA. 2000 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan maupun ke
belakang tinggi (merupakan sektor kunci/sektor unggulan/key sector) di
Provinsi Jawa Tengah berturut-turut dari yang mempunyai nilai terbesar
adalah sektor Tekstil, Barang Kulit dan Alas kaki; sektor Logam Dasar,
Besi dan Baja; sektor Pengangkutan; sektor Pupuk, Kimia dan Barang dari
Karet; dan sektor Makanan, Minuman dan Tembakau (/ampiran Tabel 13).
Investasi pada sektor-sektor kunci ini akan memberikan dampak yang luas
tidak hanya terhadap sektor inpuf tetapi juga sektor output-nya. Kebijakan
terhadap pengalokasian anggaran pada sektor kunci ini dapat disimpulkan
belum konsisten, hal ini nampak dari hasil perhitungan efisiensi kinerja

yang masih bervariasi antara wunder budgeting ataupun over budgeting

(Tabel 5.9.5).

2. Sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong dalam memacu
pertumbuhan ekonomi (mudtiplier output) di Provinsi Jawa Tengah adalah

sektor-sektor industri pengolahan (sektor ‘sekunder), yaitu berturut-turut




dari yang mempunyai nilai terbesar adalah sektor Tekstil, Barang Kulit
dan Alas Kaki; sektor Hotel; sektor Makanan, Minuman dan Tembakau;
sektor Barang Lainnya; sektor Barang Kayu dan Hasil Hutan; sektor
Bangunan; sektor Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet; sektor Peternakan
dan Hasilnya; sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; sektor Semen dan Barang
Lain Bukan Logam; dan sektor Pengangkutan (lampiran Tabel 13). Qutput
multiplier yang tinggi pada sektor ini mengindikasikan bahwa di Jawa
Tengah telah terjadi pergeseran sektor, yaitu da:i_ sektor primer ke sektor-
sektor sekunder bahkan ke sektor tersier yang tentunya akan dapat

memberikan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap PDRB Jawa Tengah

Sektor-sektor yang mampu menjadi pendorong dalam penciptaan
kesempatan kerja, adalah sektor Tanaman Bahan Makanan; sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Pemerintahan Umum; sektor
Kehutanan; sektor Tanaman Perkebunan; sektor Bangunan; sektor Jasa

Umum,; dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor yang mampu menjadi pendorong dalam memacu pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja tinggi di Provinsi Jawa Tengah

adalah sektor Bangunan.

Tingginya tambahan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan atau
diinvestasikan 'pada sektor-sektor pembangunan APBD ternyata
memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan output di
Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada pengalokasian anggaran

pembangunan sektoral APBD di Provinsi Jawa Tengah (Provinsi dan
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Kabupaten/Kota) terhadap pertumbuhan oufpur di Jawa Tengah (Tabel
5.9.2), ternyata memberikan nilai output yang lebih tinggi dibanding
anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah (7abel
3.9.7). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien pengganda oufpuf total
sebesar 1,35 pada pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD
di Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi dan APBD Kab/kota), dibanding
nilai pengganda output total hanya sebesar 1,28 pada pengalokasian
anggaran pembangunan sektoral APBD Provinsi Jawa Tengah (APBD

Provinsi} untuk tahun anggaran 2000.

6. Hasil analisis perhitungan efisiensi anggaran sektoral menunujukkan
bahwa kebijakan terhadap pengalokasian anggaran pembangunan sektoral
APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2000 ternyata belum
sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan dari perhitungan efisiensi
kinerja sektoral, baik terhadap tambahan oufput maupun terhadap
penambahan kesempatan kerja ternyata memberikan nilai efiensi kinerja
yang bervariasi, dan berkecendurungan terjadi Overbudgeting (Tabel
3.9.5), sehingga dikhawatirkan tujuan (goal) dari kebijakan pembangunan

Jawa Tengah tidak tercapai secara optimal.

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Penelitian ini rﬁenggunakan analisis Input-Output mengenai dampak
kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan sektoral APBD di Provinsi
Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan output dan tambahan kesempatan

kerja sektoral, telah dapat memberikan informasi cukup berarti terutama dalam
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mengkaji peranan permintaan akhir (pengeluaran pemerintah dalam bentuk
realisasi anggaran pembangunan sektoral APBD) dalam . mendorong
pertambahan output sektoral dan kesempatan kerja, memberikan hasil analisis
tentang efisiensi kinerja terhadap alokasi dana, serta implikasi kebijakan dalam
pengalokasian anggaran sektoral.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan
atau pilihan alternatif strategi kebijakan bagi pemerintah daerah (Provinsi
maupun Kabupaten/Kota), dalam kaitannya di bidang ekonomi. Pemilihaﬁ
kebijakan terhadap sektor-sektor mana yang dapat dijadikan pendorong
pertambahan cufput, penyerapan tenaga kerja, dan sektor kunci/sektor unggulan
yang mempunyai keterkaitan ke depan maupun ke belakang tinggi, serta sektor
mana vyang dapat diharapkan dapat menciptakan kesempatan tinggi, perlu
disesuaikan dengan potensi, permasalahan, tujuan (goa/) yang hendak dicapai,
serta tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa
Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka menunjang keberhasilan
pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) secara nyata dan bertanggungjawab.

Dari hasil penelitian ternyata hanya pada sektor Bangunan yang
mempunyai klasifikasi tinggi untuk semua jenis kriteria yang dijadikan sebagai
alat analisis, yaitu mempunyai angka pengganda output dan tenaga Kerja tinggi,
mempunyai angka keterkaitan sektoral (ke belakang dan ke depan) tinggi, dan
mempunyai efisiensi kinerja yﬁng memuaskan (melebihi 100%). Sedangkan
terhadap sektor-sektor lainnya tidak ada yang memeﬁuhi klasifikasi untuk semua

jenis kriteria yang digunakan dalam penelitian ‘ini. Hal ini berarti pemerintah
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daerah tidak dapat hanya bertumpu pada salah satu sektor (selain sektor
Bangunan) untuk mengembangkan perekonomian daerahnya. Berkaitan dengan
hal tersebut, pemilihan strategi kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan
mutlak dilakukan secara kritis, ﬁati—hati, terpadu dan dapat diper-
tanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara praktis.

Apabila tujuan dan sasaran pemerintah daerah adalah dalam rangka
meningkatkan output, maka sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki; sektor
hotel; sektor makanan, minuman dan tembakau; barang lainnya; sektor logam
dasar, besi dan baja; sektor barang kayu dan hasil hutan; sektor bangunan;
sektor pupuk, kimia dan barang dari karet; sektor peternakan dan hasilnya;
sektor listrik, gas dan air bersih; sektor semen, dan barang lain bukan logam;
dan sektor pengangkutan dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan kebijakan.
Namun yang menjadi kendala adalah ternyata potensi yang ada di Provinsi Jawa
Tengah untuk sektor-sektor industri tersebut, baik lokasi maupun bahan bakunya
sedikit sekali yang berasal dari Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan bahwa
Jawa Tengah hanya sebagai tempat transaksi untuk sektor-sektor industri
tersebut. Demikian pula bila dari tingkat kewenangan pengelolaan alokasi
anggaran, akan lebih efisien bila diserahkan pada pihak swasta atau dunia usaha.
Peran Pemerintah Daerah hanya sebatas pada fungsi fasilitator, dinamisator,
serta pengaturannya/regulatory, kecuali untuk sektor listrik, gas dan air bersih,
peran pemerintah dalam hal péngelolaan pengalokasian anggaran masih perlu

ditingkatkan dikarenakan berdasarkan perhitungan analisis implikasi kebijakan
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terhadap pengaloaksian anggaran sektor, ternyata sektor ini masih
Underbudgeting.

Apabila tujuan dan sasaran pemerintah daerah akan menciptakan lapangan
kerja yang tinggi, maka sektor tanaman bahan makanan; sektor perdagangan
besar dan eceran; sektor pemerintahan umum; sektor kehutanan; sektor tanaman
perkebunan; sektor bangunan; sektor jasa wmum; dan sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan dapat dijadikan alternatif piiihan kebijakan.
Namun ada beberapa sektor yang investasinya lebih efisien bila dilakukan oleh
pihak swasta atau dunia usaha, seperti sektor perdagangan besar dan eceran;
sektor bangunan; sektor jasa umum; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan. Peran Pemerintah daerah hanya sebatas pada fungsi fasilitator
dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, dinamisator, serta
pengaturannya/regulatory. Sedangkan terhadap sektor tanaman bahan makanan;
sektor pemerintahan umum; sektor kehutanan; dan sektor tanaman perkebunan,
investasi pemerintah dalam bentuk pengalokasian anggaran sektoral masih
diperlukan. Khusus untuk sektor pemerintahan umum, implikasi kebijakan
pengalokasian anggaran pembangunannya ternyata memberikan nilai 128,89%,
yang berarti terjadi Overbudgeting, sedangkan di anggaran rutin sektor
pemerintahan umum ini telah mendapat alokasi anggaran pula, sehingga akan
lebih tepat bila alokasi anggaran sektor pemerintahan umum dibatasi
secukupnyé/dikurangi dan proséntase alokasi anggaran untuk pengembangan
Sumber Daya Aparatur diharapkan dapat lebih besar. Hal ini dikarenakan bahwa

berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa indeks angka pengganda output
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pada sektor Pemerintahan Umum ini cenderung rendah, dibawah rata-rata
perekonomian.

Sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang, serta
mempunyai angka pengganda (oufput dan tenaga kerja) tinggi adalah sektor
bangunan, sehingga jika strategi pembangunan Jawa Tengah pertumbuhan
perekonomian secara total maka sektor bangunan ini dapat menjadi alternatif
kebijakan. Namun dikarenakan sektor bangunan ini merupakan sektor sekunder
maka akan lebih efisien bila diserahkan kepada pihak swasta atau dunia usaha,
sedang fungsi pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan
regulator/pengaturan, dan kurang relevan bila apabila mendapat alokasi dana
pembangunan secara langsung, seperti terlihat dari hasil perhitungan implikasi
kebijakan pengalokasian anggaran sektoralnya ternyata memang terjadi

Overbudgeting.

6.3. Keterbatasan dan Saran
6.3.1. Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan analisis Input-Output berdasarkan pada Tabel
Input-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 dengan klasifikasi 85 x 85
sektor lapangan usaha, dengan data-data pendukung antara lain Sensus
Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, Realisasi Anggaran Pembangunan Sektoral

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2000. Namun

~dari data-data tersebut di atas mungkin belum sepenuhnya dapat

mewakili/representatif untuk kepentingan penelitian yang lebih sempurna.
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Ada beberapa keterbatasan yang belum dapat dihindari dalam penelitian

ini, antara lain :

1.

Agregasi Tabel Input-Output Jawa Tengah 85 x 85 sektor lapangan usaha
menjadi 25 x 25 sektor menurut KLUT dan agregasi/diasgregasi 20 sektor
pembangunan menjadi 25 sektor menurut KLUI, mungkin saja masih
dirasakan belum sepenuhnya representatif, walaupun telah diupayakan
secermat mungkin mendekati kriteria sektor lapangan usahanya,

Agregasi dan disagregasi yang dilakukan pada penpelitian ini adalah
berdasarkan atas sektor pada nomenklatur sektor pembangunan APBD,
khususnya APBD di Jawa Tengah, belum mendetail sampai jenis kegiatan
sehingga mungkin saja terjadi pengalokasian dana kegiatan yang
scharusnya masuk dalam suatu sektor tertentﬁ namun masuk dalam sektor
lainnya. Dapat diambil contoh, seperti adanya jenis kegiatan pembangunan
laboratorium perikanan pada sektor perikanan, dimana seharusnya masuk
dalam sektor bangunan, namun dalam penelitian ini masih masuk dalam
sektor perikanan.

Kebijakan pengalokasian alokasi pembangunan sektoral pada penelitian
ini yang dipakai sebagai instrumen kebijakan permintaan akhir, masih
berasal dari realisasi anggaran pembangunan sektoral Provinsi Jawa
Tengah dan realisasi anggaran pembangunan sektoral seluruh
Kabﬁpaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, belum memasukkan anggaran

Ingub, dan anggaran pembangunan sektoral/departemen yang berasal dari

APBN;




4. Juga adanya keterbatasan data sehingga perlu dilakukan
proxy/pendekatan, antara lain terhadap :

a. Koefisien input kabupaten masih digunakan koefisien input Provinsi
berdasarkan atas Tabel Jnput-Output Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000
klasifikasi 85 x 85 sektor lapangan usaha yang telah diagregasi dan
disagregasi menjadi 25 x 25 sektor lapangan usaha;

b. Koefisien tenaga kerja kabupaten masih digunakan data jumlah tenaga
kerja sektoral hasil Sensus Penduduk Jawa Tengah Tahun 2000, belum

dapat berdasarkan data tenaga kerja sektoral di Kabupaten/kota;

Justifikasi dilakukannya proxy/pendekatan terhadap koefisien
input dan koefisien tenaga kerja, adalah bahwa secara geografis dan
administratif, kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan bagian intergral
dan tak terpisahkan dari Provinsi Jawa, sehingga arah dan tujuan
pembangunan kabupaten/kota harus selaras dan sejalan dengan kebijakan

pembangunan regional Jawa Tengah.

6.3.2. Saran

Berdasarkan hasil perhitungan analisis dari penelitian terhadap Dampak
Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Sektoral APBD di Provinsi
Jawa Tengah TA. 2000 terhadap tambahan owfput dan tambahan kesempatan

kerja sektoral dapatlah diberi saran-saran sebagai berikut :




A. Saran untuk Praktisi
1. Pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan
sektoralnya hendaknya mempertimbangkan sektor-sektor yang mampu
memberikan kontribusi output dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Peran pemerintah dalam pengalokasian anggaran pembangunan sektoral,
dapat secara langsung ataupun secara langsung. Arti pengalokasian
anggaran pembangunan sektoral secara langsung, yaitu terhadap sektor-
sektor yang mampu memberikan kontribusi outpuf dan kesempatan kerja
tinggi, namun belum dapat/layak dikerjakan oleh pihak swasta/dunia
usaha. Sedangkan arti pengalokasian anggaran pembangunan sektoral
secara tidak langsung, yaitu bila pihak swasta/dunia usaha telah mampu
membiayai sektor-sektor tersebut dalam bentuk investasi langsung,
schingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator berupa
penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pitiak swasta/dunia
usaha tersebut. Pengalokasian anggaran pemerintah tersebut mungkin
bukan pada sektor-sektor yang telah dapat dilakukan oleh pihak
swasta/dunia usaha, seperti misalnya bila pihak swasta/dunia usaha akan
menginvestasikan berupa industri pabrik, maka peran pemerintah dapat
berupa penyediaan tata ruang, jalan, dan sarana komunikasi yang layak,
penyediaan SDM yang memadai, adanya kepastian hukum usaha dan

jaminan keamanan, dan lain sebagainya;
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Sedapat mungkin pengelompokan sektor lapangan usaba bukan hanya
didasarkan nomenklatur sektor APBD, namun sudah lebih detail lagi
sampai terhadap jenis kegiatannya, hal ini untuk mengindari kesalahan
pemasukan pada digit kegiatan. Misalnya pada sektor Perikanan, ada
kegiatan pembuatan Laboratorium Perikanan. Jika pengelompokkan hanya
terbatas pada sektor maka kegiatan pembuatan laboratorium tersebut akan
masuk pada Sektor Perikanan. Namun bila pengelompokkan sudah pada
jenis kegiatan, maka pembuatan laboratorium perikanan akan masuk pada
Sektor Bangunan.

Pertu adanya data tenaga kerja sektoral menurut sektor lapangan usaha di
masing-masing kabupaten/kota. Data tenaga kerja sektoral di Kabupaten
dan Kota selama ini belum tfersedia secara memadai, bahkan
pengelompokkan sektornyapun sering tidak sama/konsistén antar
kabupaten/kota sehingga.

Adanya  “keunikan-keunikan” potensi sumberdaya di tiap-tiap
kabupaten/kota dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi
Daerah, maka bila tidak berlebihan perlu juga dibuat Tabel Input-Output
Kab/kota atau Tabel Imput-Output Sub Regional (cluster), walaupun
banyaknya sektor lapangan usaha mungkin saja tidak sebesar seperti di
sektor lapangan usaha Provinsi, disesuaikan dengan sektor-sektor ekonomi

yang dianggap menonjol di daerah.
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B. Saran untuk Akademisi

Penelitian ini adalah mencoba mengkaji dampak kebijakan alokasi
anggaran pembangunan sektoral pada APBD di Jawa Tengah Tahun Anggaran
2000, khususnya terhadap efisiensi kinerja pengalokasian anggarannya.
Kemungkinan besar kajian pada penelitian ini belum pernah dilakukan, sghingga
hasil yang didapatkan masih belum sempurna dan masih perlu lebih dipertajam

ataun ditingkatkan secara akademis/teoritis oleh kalangan akademisi.
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